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ANDI MUH. RAHMAT RIVAI, B111 12 063“Tanggung Jawab Jasa Parkir 
Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir”. (Dibimbing oleh Ahmadi 
Miru dan Nurfaidah Said)  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan mengikat atas 
ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha penyedia 
jasa parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir dan tanggung jawab 
para pihak dalam hal ini pelaku usaha sebagai jasa parkir dan konsumen 
pengguna jasa parkir. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
melalui wawancara langsung kepada narasumber dan kuisioner dibagikan 
kepada responden serta penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara normatif deskriptif. 
Hasil yang peroleh adalah sebagai berikut: (1) Perparkiran pemerintah 
tunduk pada Perda Nomor 17 Tahun 2006 sedang perparkiran yang dikelola 
pihak swasta tidak berdasar pada Perda tersebut, tetapi dibuat dalam 
kontrak baku yang di dalamnya terdapat klausul-klausul tentang aturan 
parkir. Aturan parkir pemerintah maupun swasta mengikat bagi konsumen 
pengguna jasa parkir selama tidak bertentangan dengan UUPK. (2) Pelaku 
usaha jasa parkir harus bertanggung jawab dalam menjaga kendaraan 
konsumen yang dititipkan padanya serta memberikan ganti kerugian 
kepada konsumen jika mengalami kehilangan/kerusakan kendaraan yang 
diakibatkan kelalaian pelaku usaha tersebut, selain itu pihak konsumen 
pengguna jasa parkir juga harus bertanggung jawab memenuhi 
kewajibannya selaku konsumen yakni mematuhi semua aturan yang telah 
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A.  Latar Belakang 
Pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian 
nasional telah menghasilkan variasi produk barang dan/atau jasa yang 
dapat dikonsumsi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi 
telekomunikasi dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang 
gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas 
wilayah suatu negara. Kondisi demikian pada satu pihak sangat 
bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan 
barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin 
terbuka lebar kebebasan untuk memilih jenis kualitas barang dan/atau 
jasa sesuai dengan kemampuannya.1 
Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi 
membuat masyarakat di dunia tidak hanya saling bersentuhan, saling 
membutuhkan dan saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga 
saling bersaing. Realita ini menempatkan negara untuk benar-benar 
dan bersungguh-sungguh mengikuti dan mengembangkan hukum 
bisnis secara global, terutama dalam pelaksanaannya atau penegakan 
hukumnya.2 
                                                          
1 Susanti Adi Nugroho, 2011, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari 
Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 1. 
2 Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad dan Lisa Valda, 2014, Hukum Perusahaan, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hlm.  61. 
2 
 
Di dalam masyarakat orang saling mengadakan hubungan yang 
jumlah dan sifatnya tak terhingga banyaknya. Orang-orang itu 
mempunyai kepentingan masing-masing dan masyarakat 
memungkinkan kepentingan-kepentingan itu bertemu dalam suatu 
kontak yang erat. Usaha melindungi dan memperkembangkan 
kepentingan-kepentingan dapat dicapai karena sebelumnya telah 
diadakan peraturan-peraturan yang dapat menjadi ukuran bagi tingkah 
laku orang.3 
Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk 
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan 
yang bisa bertubrukan antara satu sama lain oleh hukum diintegrasikan 
sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-
kecilnya.4 
Dalam bisnis usaha baik usaha perdagangan barang maupun 
usaha perdagangan jasa, pelaku usaha memegang peranan yang 
sangat penting dalam transaksi yang terjadi di dalam usaha 
perdagangan. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan 
Konsumen atau biasa disingkat dengan UUPK, Pasal 1 angka 3, pelaku 
usaha adalah:  
pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 
                                                          
3 Budi Untung, 2012, Hukum dan Etika Bisnis, C.V Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 1. 
4 Ibid, hlm. 13. 
3 
 
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan 
usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
 
Dalam dunia bisnis usaha ada juga yang berperan sebagai 
konsumen. Tanpa konsumen, pelaku usaha tidak dapat menghasilkan 
keuntungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen adalah:  
“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan”.  
 
Pelaku usaha dan konsumen sangat erat kaitannya satu sama 
lain karena masing-masing mempunyai kewajiban dan hak serta 
tanggung jawab yang harus terpenuhi. Apabila salah satu pihak atau 
kedua belah pihak kewajiban dan hak serta tanggung jawab darinya 
tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak atau 
kedua pihak tersebut.  
Salah satu bidang bisnis usaha dalam jasa yaitu bisnis jasa 
perparkiran. Dalam jasa parkir tentu tidak lepas dengan kendaraan. 
Semua orang yang mempunyai kendaraan pasti akan membutuhkan 
lahan atau tempat parkir untuk memarkir kendaraannya dalam waktu 
sementara. Dengan hal tersebut, banyak pelaku usaha yang membuka 
bisnis jasa perparkiran Tentu hal ini merupakan suatu bisnis yang cukup 
menguntungkan, mengingat kendaraan yang demikian banyak, sudah 
pasti membutuhkan lahan parkir. Tetapi tentu tak mudah membuka 
bisnis jasa parkir mengingat ada beberapa hal yang harus dipenuhi, 
4 
 
diantaranya kewajiban dan tanggung jawab dari bisnis jasa parkir itu 
sendiri. 
Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan pada tanggal 
09-12 Februari 2016, terdapat bisnis jasa perparkiran milik pemerintah5 
dan bisnis jasa perparkiran milik swasta6 dan itu semua tidak luput dari 
permasalahan yang sering muncul pada bisnis jasa perparkiran 
tersebut. Dengan hadirnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen diharapkan kewajiban dan hak serta tanggung jawab dari 
pelaku usaha dan konsumen dalam bisnis jasa perparkiran dapat 
terpenuhi antara satu dengan yang lainnya. 
Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup 
perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterahkan 
masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang 
mendapat perlindungan konsumen, namun pelaku usaha juga 
mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan 
konsumen, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah 
berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta 
sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan 
demikian tujuan mensejahterahkan masyarakat secara luas dan 
tercapai.7 
                                                          
5 Hasil prapenelitian di PD Parkir Makassar Raya, 09-12 Februari 2016. 
6 Hasil prapenelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, 09-12 Februari 2016. 
7 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika Offset, 
Jakarta, hlm. 1.  
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Dari hasil pra penelitian, penulis menemukan adanya pelaku 
usaha pada bisnis jasa perparkiran, baik milik pemerintah maupun milik 
swasta yang berusaha mengalihkan beban tanggung jawabnya kepada 
konsumen atas kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang 
berharga konsumen di lahan parkir yang dikelola olehnya. Tentu hal 
demikian bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen.  
Selain itu perlu juga menjadi perhatian terhadap konsumen dalam 
melaksanakan kewajibannya sebagai konsumen, terkadang pelaku 
usaha sudah membuat ketentuan atau aturan guna keselamatan, 
kenyamanan dan keamanan, tapi terkadang juga konsumen tidak 
melaksanakan ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan oleh pelaku 
usaha penyedia jasa parkir tersebut. Adanya kelalaian konsumen 
dalam melaksanakan kewajibannya, maka gugurlah hak konsumen 
untuk meminta ganti rugi yang dideritanya, karena kerugian yang 
ditimbulkan disebabkan oleh kelalaiannya sendiri. Namun, dalam bisnis 
jasa perparkiran, kelalaian konsumen tidak menghapuskan beban 
tanggung jawab dari pelaku usaha bisnis jasa perparkiran. Konsumen 
masih berhak menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha jasa 
parkir, tapi apabila kelalaian semata-mata murni dari konsumen itu 
sendiri, maka pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawabnya, hal 
demikian dikarenakan hubungan antara pelaku usaha jasa parkir dan 
konsumen pengguna jasa parkir termasuk perjanjian penitipan barang. 
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Berdasarkan Pasal 1694 BW: “penitipan adalah terjadi, apabila 
seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat 
bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud 
asalnya.” 
Dari hasil pra penelitian, masalah pelayanan bisnis jasa 
perparkiran yang pernah terjadi di Kota Makassar, penulis menemukan 
suatu masalah tentang kehilangan kendaraan konsumen pada lahan 
parkir yang dikelola oleh pihak swasta. Masalah ini ditemukan pada 
putusan BPSK Nomor 13/BPSK/X/2011. Para pihak pada putusan 
tersebut yakni Putri Ramdha Sari, selanjutya disebut sebagai 
konsumen melawan PT. Securindo Packtama Indonesia, selanjutnya 
disebut sebagai pelaku usaha. Pada putusan tersebut, majelis BPSK 
memutuskan: Mengabulkan gugatan konsumen seluruhnya; 
Menyatakan kehilangan kendaraan konsumen diakibatkan oleh 
kelalaian pelaku usaha; Menghukum/mewajibkan pelaku usaha untuk 
menggantikan kendaraan konsumen yang hilang atau membayar ganti 
rugi kepada konsumen senilai dengan harga motor yang hilang tersebut 
dan Menghukum/mewajibkan pelaku usaha untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), tetapi dalam 
kronologisnya konsumen tersebut ternyata juga lalai memenuhi 
kewajibannya atas ketentuan yang tertera pada karcis parkir, karena 
karcis sebagai tanda bukti kendaraan parkir di tempat lahan parkir 
tersebut karcisnya ia simpan dalam kendaraannya. Memang benar 
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bahwa pelaku usaha penyedia jasa parkir lalai dalam tanggung 
jawabnya dikarenakan pelaku usaha tidak konsisten dalam 
pemeriksaan STNK kendaraan konsumen ketika ingin keluar dari lahan 
parkir yang dikelolanya tersebut, tapi tak dapat dikesampingkan bahwa 
konsumen disini tidak dinyatakan lalai dalam menyimpan karcis 
kendaraannya di dalam kendaraannya tersebut karena sudah ada 
ketentuan atau aturan yang tertera pada karcis parkir yang telah 
ditetapkan oleh pelaku usaha jasa parkir bahwa jangan meninggalkan 
karcis atau barang berharga dalam kendaraan anda, dengan kelalaian 
konsumen mengakibatkan kendaraan konsumen hilang di lahan parkir 
yang disediakan oleh pelaku usaha bisnis jasa perparkiran tersebut. 
Bagi bisnis jasa perparkiran baik milik pemerintah maupun milik 
swasta telah menetapkan ketentuan-ketentuan atau aturan guna 
keselamatan, kenyamanan dan keamanan kendaraan konsumen yang 
dititipkan di lahan parkir yang dikelola oleh pelaku usaha tersebut dan 
tidak semua ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan bertentangan 
dengan peraturan  perundang-undangan yang telah ada, tentu dalam 
hal ini perlu menjadi perhatian akan pelaksanaannya apakah semua 
ketentuan atau aturan yang dibuat oleh pelaku usaha jasa parkir telah 
sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
serta aturan perundang-undangan lainnya, karena  dalam Pasal 5 huruf 
a UUPK telah diatur kewajiban konsumen adalah: “membaca atau 
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mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan." 
Kewajiban dan hak serta tanggung jawab pelaku usaha dan 
konsumen masih jadi perbincangan hangat hingga saat ini. Masih 
ditemukan pelaku usaha dan konsumen dalam bisnis jasa perparkiran 
yang tidak mengetahui atau tidak melaksanakan kewajiban dan hak 
serta tanggung jawabnya.  
Menurut penulis dengan adanya ketentuan-ketentuan atau 
aturan yang diberlakukan oleh pelaku usaha bisnis jasa perparkiran 
selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen serta aturan lainnya maka kewajiban 
dan hak serta tanggung jawab masing-masing pihak harus terpenuhi 
agar tidak ada pihak yang dirugikan.  
 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 
atas, maka rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah kekuatan mengikat atas ketentuan atau aturan yang 
telah ditetapkan oleh pelaku usaha penyedia jasa parkir terhadap 
konsumen pengguna jasa parkir? 
2. Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam hal ini pelaku 




C.  Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui kekuatan mengikat atas ketentuan atau aturan 
yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha penyedia jasa parkir 
terhadap konsumen pengguna jasa parkir. 
2. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam hal ini pelaku 
usaha sebagai jasa parkir dan konsumen pengguna jasa parkir. 
 
D.  Manfaat Penelitian 
Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Kegunaan teoritis, yaitu diharapkan menjadi bahan informasi bagi 
pelaku usaha jasa parkir dan khususnya bagi masyarakat 
(konsumen) pengguna jasa parkir. Adanya ketentuan atau aturan 
yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha agar dalam 
pelaksanaannya, kewajiban dan hak serta tanggung jawab masing-
masing pihak (pelaku usaha penyedia jasa parkir dan konsumen 
pengguna jasa parkir) dapat terpenuhi dan tidak ada pihak yang 
merasa dirugikan dan pada saat melakukan penuntutan suatu 
kerugian di lembaga yang berwenang hak dari masing-masing 
pihak harus terpenuhi dan memberi informasi kepada pelaku usaha 
penyedia jasa parkir agar lebih berhati-hati dalam menjaga 
kendaraan konsumen, serta memberi informasi kepada konsumen 
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agar lebih berhati-hati dalam menitipkan kendaraannya di pelaku 
usaha jasa parkir. 
2. Kegunaan praktis, yaitu diharapkan menjadi sumbangan pemikiran 
dan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan 
secara umum dan dalam bidang hukum keperdataan secara 
khusus terutama mengenai kekuatan mengikat atas aturan atau 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha penyedia jasa 




















A.  Tinjauan Tentang Perjanjian Penitipan Barang Pada Jasa Parkir 
1. Pengertian Perjanjian  
Pada umumnya perjanjian melahirkan suatu perikatan. Perikatan 
ialah: suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta-benda) 
antara 2 orang yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut 
barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan pihak lain diwajibkan 
memenuhi tuntutan itu.8 Dalam bahasa Belanda Hukum Perikatan 
disebut Verbintenissenrecht,9 perjanjian disebut overeenkomst, hukum 
perjanjian adalah overeenkomstenrecht10 dan perjanjian dalam bahasa 
Inggris disebut contracts atau biasa disebut kontrak.11 Eksistensi 
perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui 
landasannya pada ketentuan Pasal 1233 BW yang menentukan 
bahwa:12 
“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena 
undang-undang.” 
                                                          
8 A. Siti Soetami, 1992, Pengantar Tata Hukum Indonesia, PT. Eresco, Jakarta, hlm. 32. 
9 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-
Asas Hukum Perdata), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 203. 
10 Ibid, hlm. 204. 
11 Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, 2007, Hukum Bisnis Untuk 
Perusahaan, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, hlm. 48. 
12 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, PT. 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1. 
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Menurut Ahmadi Miru, Pasal 1233 BW seharusnya menerangkan 
tentang pengertian perikatan karena merupakan awal dari ketentuan 
hukum yang mengatur tentang perikatan. Namun, kenyataannya Pasal 
ini hanya menerangkan tentang dua sumber lahirnya perikatan, yaitu:13 
a. Perjanjian; dan 
b. Undang-Undang. 
Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian 
melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu 
atau lebih pihak dalam perjanjian.14 Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 
BW Perjanjian didefinisikan sebagai:15 
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” 
Menurut Subekti suatu perikatan adalah suatu perhubungan 
hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang 
satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang 
lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedang, perjanjian 
adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau 
dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 
Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut 
yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan 
antara dua orang yang membuatnya. Dengan demikian, hubungan 
                                                          
13 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2009, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 
Sampai 1456 BW, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3. 




antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu 
menerbitkan perikatan.16 
 
2. Syarat Sahnya Perjanjian 
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 
3. Mengenai suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang halal; 
Demikian berdasarkan Pasal 1320 BW. 
Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, 
karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan 
perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-
syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari 
perbuatan hukum yang dilakukan itu.17 
Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subjektif dengan 
syarat-syarat objektif. Dalam hal syarat objektif, kalau syarat itu tidak 
terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya: dari semula tidak 
pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu 
perikatan.18 
                                                          
16 Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, PT. Intermesa, Jakarta, hlm. 1. 
17 Ibid, hlm 17. 
18 Ibid, hlm. 20. 
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Dalam hal syarat subjektif jika syarat itu tidak dipenuhi, maka 
perjanjian dapat dibatalkan.  Secara prinsip suatu perjanjian yang telah 
dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya 
akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak ini tidak hanya pihak 
dalam perjanjian tersebut, tetapi meliputi juga setiap individu yang 
merupakan pihak ketiga di luar para pihak yang mengadakan 
perjanjian. Dalam hal ini pembatalan atas perjanjian tersebut dapat 
terjadi, baik sebelum perikatan yang lahir dari perjanjian itu 
dilaksanakan maupun setelah prestasi yang wajib dilaksanakan 
berdasarkan yang dibuat tersebut dilaksanakan.19 Apabila pada waktu 
pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subjektif, 
maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum, tetapi dapat 
dimintakan pembatalan (canceling) oleh satu pihak. Pihak ini adalah: 
Pihak yang tidak cakap menurut hukum (orang tua atau walinya, 
ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap), dan pihak yang 
memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak 
bebas.20 
Kesepakatan yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah 
persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara 
penawaran dan penerima. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan 
berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. 
                                                          
19 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op.cit, hlm. 172. 
20 Subekti, 2002, op.cit, hlm. 22. 
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Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi 
dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya 
dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang 
tidak secara lisan. Sementara itu syarat kedua, kecakapan adalah 
kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum 
(perjanjian), ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah 
menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun.21 
Mengenai suatu hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya 
perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang 
jelas. Sedang syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini 
juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan 
dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam 
hukum islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi 
perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang 
kesusilaan dan ketertiban umum.22 
Setelah melihat Pasal 1320 BW yang mengatur tentang 4 syarat-
syarat sahnya perjanjian, maka dapat ditemui bahwa di dalam 
masyarakat ada 2 kemungkinan lahirnya perjanjian yaitu:23  
1. Sejak terjadi kata sepakat para pihak. 
                                                          
21 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, op.cit, hlm. 68. 
22 Ibid 
23 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, op.cit, hlm. 228. 
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Kesepakatan itu sebenarnya sudah cukup secara lisan, hanya 
saja supaya lebih kuat mengikat bagi pihak-pihak itu dapat 
dilakukan secara tertulis, baik dengan akta maupun tanpa akta. 
2. Sejak pernyataan sebelah menyebelah bertemu yang kemudian 
diikuti sepakat. 
 
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian 
Pada perjanjian terdiri beberapa asas yang terkandung 
didalamnya, berikut beberapa asas dalam perjanjian: 
a. Asas personalia 
Asas ini diatur dan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 
1315 BW: “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri 
atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain 
untuk dirinya sendiri”.  
Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya 
suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya 
sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan 
mengikat untuk dirinya sendiri.24 
b. Asas konsensualisme 
Asas konsensualisme pada dasarnya suatu perjanjian yang 
dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat dan 
karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih 
                                                          
24 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op.cit, hlm. 14. 
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pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang 
tersebut mencapai kesepakatan atau consensus. 25 
Menurut Ahmadi Miru, asas konsensualisme sering diartikan 
bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. 
Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini 
adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya 
kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan 
antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum 
dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya 
kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi 
mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah 
bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk 
memenuhi kontrak tersebut. Asas konsensualisme ini tidak berlaku 
bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap 
kontrak konsensual sedangkan kontrak formal dan kontrak riel tidak 
berlaku.26 
c. Asas kebebasan berkontrak 
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan 
dilihat dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW, yakni: “Semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
                                                          
25 Ibid, hlm. 35. 
26 Ahmadi Miru, 2014, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 3. 
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bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak adalah 
suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:27 
a. membuat atau tidak membuat perjanjian. 
b. mengadakan perjanjian dengan siapa pun. 
c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya. 
d. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 
Ahmadi Miru berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak 
terdapat pada Pasal 1338 BW, yaitu:28  
 “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
 Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain 
dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan 
yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. 
 Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” 
Selanjutnya Ahmadi Miru menyatakan Pasal ini merupakan 
Pasal yang paling populer karena disinilah disandarkan asas 
kebebasan berkontrak, walaupun ada juga sarjana yang 
menyandarkan pada Pasal 1320, atau pada keduanya. Namun, 
apabila dicermati Pasal ini, khususnya ayat (1), sebenarnya ada tiga 
hal pokok (asas) yang terkandung di dalamnya, yaitu:29 
                                                          
27 Salim H.S., 2006, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm. 11. 




a.  pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” 
menunjukkan asas kebebasan berkontrak; 
b.  pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan 
asas kekuatan mengikat atau yang orang sebut asas pacta sunt 
servanda; 
c.  pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya’ menunjukkan 
asas personalitas. 
Walaupun demikian, kalimat tersebut merupakan suatu 
kesatuan yang tidak dapat dipenggal-penggal seperti tersebut di 
atas. Jadi pemenggalan di atas hanya untuk melihat kandungan dari 
Pasal tersebut. Ayat (2) atau alinea (2) Pasal ini menentukan bahwa 
perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan 
pihak lain dan ayat (3) atau alinea (3), ini merupakan sandaran asas 
iktikad baik.30 
d. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang (Pacta Sunt Servanda) 
Perjanjian berlaku sebagai undang-undang terdapat pada asas 
yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, menentukan bahwa:31 
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya” 
Menurut Ahmadi Miru bahwa setiap orang yang membuat 
kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak 
                                                          
30 Ibid, hlm. 79 
31 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op.cit, hlm. 59. 
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tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji 
tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-
undang.32  
e. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik 
Asas ini terdapat pada Pasal 1338 ayat (3) BW yang 
menentukan bahwa:33 
“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. 
Arrest H.R di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi 
terhadap iktikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan 
ditempatkan dibawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori 
kehendak.34 Menurut Ahmadi Miru, walaupun iktikad baik para pihak 
dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap praperjanjian, 
secara umum iktikad baik harus selalu ada pada setiap tahap 
perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu dapat diperhatikan 






                                                          
32 Ahmadi Miru, 2013, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 4. 
33 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Loc.cit, hlm. 79. 
34 Ahmadi Miru, 2013, Loc.cit, hlm. 5. 
35 Ibid, hlm. 7. 
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4.  Unsur-Unsur Perjanjian/ Kontrak 
Dalam suatu kontrak dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:  
1. Unsur Esensialia 
Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-
ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh 
salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari 
perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari 
jenis perjanjian lainnya. Unsur Esensialia ini pada umumnya 
dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau 
pengertian dari suatu perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli 
dibedakan dari perjanjian tukar menukar.36 
Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam 
suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur 
esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam 
kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan 
harga karena tanpa ada kesepakatan mengenai barang dan 
harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum 
karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan. 37 
2. Unsur Naturalia 
Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam 
undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak 
                                                          
36 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op.cit, hlm. 85. 
37 Ahmadi Miru, 2013, Loc.cit, hlm. 31. 
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dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan 
demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu 
dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak 
tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis 
berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus 
menanggung cacat tersembunyi.38 
Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu 
perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara 
pasti. Misalnya perjanjian yang mengandung unsur esensialia 
jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban 
dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari 
cacat-cacat tersembunyi.39 
3. Unsur Aksidentalia 
Unsur Aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau 
mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. 
Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran 
diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar 
utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, 
dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-
turut,  barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh 
kreditor tanpa melalui pengadilan.40 
                                                          
38 Ibid 
39 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op.cit, hlm. 88. 
40 Ahmadi Miru, 2013, Loc.cit, hlm. 32. 
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Unsur Asidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu 
perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat 
diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan 
kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang 
ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan 
demikian maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan 
suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi 
oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli adalah ketentuan 
mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual 
atau dibeli.41 
 
5.  Perjanjian/ Kontrak Baku 
Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah 
ditetapkan atau dirancang oleh satu pihak.42  
Penggunaan kontrak baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya 
dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang sama 
terhadap pihak lain, didasarkan pada Pasal 1338 BW bahwa semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya.43 Karena yang merancang format dan isi 
kontrak adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, dapat 
dipastikan bahwa kontrak tersebut memuat klausul-klausul yang 
                                                          
41 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Loc.cit, hlm. 89. 




menguntungkan baginya, atau meringankan atau menghapuskan 
beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya 
menjadi bebannya yang biasa dikenal dengan klausul eksonerasi.44 
Perjanjian/ kontrak baku banyak ditemukan di karcis parkir yang 
disediakan oleh pelaku usaha jasa parkir baik karcis parkir milik 
pemerintah maupun swasta. 
Ahmadi Miru mengutip pendapat Rikjen tentang klausul 
eksonerasi, Rikjen mengatakan bahwa klausul eksonerasi adalah 
klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan nama satu 
pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar 
ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau 
perbuatan melanggar hukum.45 Penerapan klausul-klausul tertentu 
yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat 
yang mengakibatkan sangat dirugikannya pihak lemah, biasa dikenal 
dengan penyalahgunaan keadaan.46 Sluijter mengatakan bahwa 
kontrak baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan 
pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-
undang swasta (legio particuliere wetgever). Syarat-syarat yang 
ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang, 
bukan perjanjian.47 
                                                          
44 Ibid, hlm. 40. 
45 Ibid 
46 Ibid, hlm. 41 
47 Ibid, hlm. 44 
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Pitlo menggolongkan kontrak baku sebagai perjanjian paksa 
(dwang contract), yang walaupun secara teoritis yuridis, kontrak baku 
ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli 
hukum ditolak, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan 
dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.48 
Menurut Ahmadi Miru bahwa kontrak baku tetap merupakan 
perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatanganinya, 
walaupun harus diakui bahwa klausul yang terdapat dalam kontrak 
baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak dari 
perancang kontrak baku kepada pihak lawannya, namun setiap 
kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para 
pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausul tersebut, 
kecuali jika klausul tersebut merupakan klausul yang dilarang 
berdasarkan Pasal 18 UUPK (Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen) Nomor 8 Tahun 1999.49 
 
6.  Prestasi dan Wanprestasi  
Apabila si berutang (debitor) tidak melakukan apa yang 
dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau 
lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia 
melakukan atau berbuat sesuatu tidak boleh dilakukannya. Perkataan 
                                                          
48 Ibid 
49 Ibid, hlm. 45 
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wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk 
(Bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wandaad 
perbuatan buruk).50 
Objek dari perikatan adalah prestasi, yaitu hal pemenuhan 
perikatan.51 Prestasi ialah sesuatu yang dapat dituntut.52 Eksistensi 
prestasi itu sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 1234 BW: 
“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk 
berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. 
Menurut Ahmadi Miru, Pasal 1234 BW menerangkan tentang 
prestasi atau cara pelaksanaan kewajiban, yaitu berupa:53 
 a. memberikan sesuatu; 
 b. berbuat sesuatu; dan 
 c. tidak berbuat sesuatu 
Berdasarkan tiga cara pelaksanaan kewajiban tersebut, dengan 
sendirinya dapat diketahui bahwa wujud prestasi itu dapat berupa:54 
 a. barang; 
 b. jasa (tenaga atau keahlian); 
 c. tidak berbuat sesuatu. 
                                                          
50 Subekti, op.cit, hlm. 45. 
51 A. Siti Soetami, op.cit, hlm. 32. 
52 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-
Asas Hukum Perdata), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 219. 




Apabila kedua hal tersebut dipadukan, cara pelaksanaan masing-
masing wujud prestasi tersebut adalah sebagai berikut:55 
a. barang dilakukan dengan cara menyerahkan. 
b. jasa (tenaga atau keahlian) dilakukan dengan cara berbuat 
sesuatu. 
c. tidak berbuat sesuatu dengan cara tidak berbuat sesuatu. 
Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat 
berupa empat macam:56 
a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 
b. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana   
dijanjikan; 
c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 
d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukannya 
 
7. Perjanjian Penitipan Barang  
Penitipan adalah suatu pekerjaan dimana pihak satu menerima 
barang dari pihak lainnya, dengan janji untuk menyimpan dan kemudian 
mengembalikannya dalam keadaan seperti semula.57 Berdasarkan 
Pasal 1694 BW:  
                                                          
55 Ibid, hlm. 5. 
56 Subekti, op.cit, hlm. 45. 
57 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, op.cit, hlm. 244. 
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“penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu 
barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan 
menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.” 
Berdasarkan kata-kata Pasal 1694 BW, penitipan adalah suatu 
perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya 
suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang 
dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya 
yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat 
tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.58 
Istilah penitipan barang merupakan terjemahan dari istilah 
bewargeving, Algra mengemukakan pengertian bewargeving adalah 
perjanjian untuk menyimpan barang orang lain dan mengembalikannya, 
baik dengan maupun tanpa biaya (Algra, 1983: 52). Esensi definisi ini 
adalah dilakukan tanpa adanya bayaran maupun dengan adanya 
bayaran.59 
Berdasarkan BW ada dua macam penitipan barang, yaitu 
penitipan yang sejati dan sekestrasi.60 Berikut penjelasannya: 
1. Penitipan barang yang sejati (Murni) 
Penitipan barang yang sejati dianggap dibuat dengan 
cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia 
hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak (Pasal 
                                                          
58 R. Subekti, 2014, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.  107. 
59 Salim H.S, op.cit, hlm. 76. 
60 R. Subekti, 2014, Loc.cit, hlm. 108. 
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1696). Perjanjian tersebut tidaklah terlaksana selainnya dengan 
penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara 
dipersangkakan (Pasal 1697). Ketentuan ini menggambarkan lagi 
sifatnya rill dari perjanjian penitipan yang berarti bahwa ia baru 
terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu 
diserahkannya barang yang dititipkan yang berlainan dari sifat 
perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang adalah 
konsensual.61 
Penitipan barang terjadi dengan sukarela atau terpaksa 
(Pasal 1698). Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena 
sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dan 
pihak yang menerima titipan (Pasal 1699). Sedang yang 
dinamakan penitipan karena terpaksa adalah penitipan yang 
terpaksa dilakukan oleh seorang karena timbulnya suatu 
malapetaka, misalnya: kebakaran, runtuhnya gedung, 
perampokan, karamnya kapal, banjir dan lain-lain peristiwa yang 
tak tersangka (Pasal 1703). Suatu penitipan yang dilakukan 
secara terpaksa mendapat perlindungan dari undang-undang 
yang tidak kurang dari suatu penitipan yang terjadi secara 
sukarela.62 
 
                                                          
61 Ibid 
62 Ibid, hlm. 109. 
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2. Sekestrasi (Penitipan Dalam Perselisihan) 
Sekestrasi adalah penitipan barang tentang mana ada 
perselisihan, di tangannya seorang pihak ketiga yang mengikatkan 
diri untuk, setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan barang 
itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil-
hasilnya. Penitipan sekestrasi ada yang terjadi dengan persetujuan 
dan ada pula yang dilakukan atas perintah Hakim atau persetujuan 
(Pasal 1730 BW).63 
Sekestrasi terjadi dengan persetujuan, apabila barang yang 
menjadi sengketa diserahkan kepada pihak ketiga oleh satu orang 
atau lebih secara sukarela (Pasal 1731 BW). Sekestrasi dapat 
mengenai baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak 
bergerak (Pasal 1734 BW), jadi berlainan dari penitipan barang yang 
sejati, yang hanya dapat mengenai barang yang bergerak saja (lihat 
Pasal 1696 BW). Sedang sekestrasi atas perintah Hakim terjadi 
apabila Hakim memerintahkan supaya suatu barang tentang mana 
ada sengketa, dititipkan kepada seorang (Pasal 1736).64 Manfaat 
dari sekestrasi ini adalah kepentingan pengadilan diperintahkan 
kepada seseorang yang disetujui oleh para pihak atau kepada 
seseorang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya. 
Kewenangan hakim dalam sekestrasi adalah:65 
                                                          
63 Ibid, hlm. 115. 
64 Ibid, hlm. 116. 
65 Salim H.S, op.cit, hlm. 76. 
31 
 
a. memerintahkan sekestrasi barang bergerak yang telah disita 
dari tangan orang yang berutang; 
b. barang bergerak dan tidak bergerak, di mana hak miliknya 
atau penguasaannya dalam sengketa; 
c. barang-barang yang ditawarkan oleh seseorang yang 
berutang untuk melunasi utangnya. 
Sekestrasi dikhususkan terhadap barang bergerak dan tidak 
bergerak. 
Pada dasarnya, ada dua pihak yang terikat dalam perjanjian 
penitipan barang, yaitu bewaargever dan bewaarnemer. 
Bewaargever adalah orang yang menyerahkan barang untuk 
disimpan. Sedangkan bewaarnemer adalah orang yang menerima 
barang untuk disimpan. Di samping itu, dikenal juga dengan istilah 
bewaarder. Bewaarder, yaitu penyimpan yang ditentukan oleh juru 
sita untuk menyimpan barang hasil sitaan dengan menerima ongkos 
simpan. Objek dalam penitipan barang ini adalah barang bergerak 






                                                          
66 Ibid  
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8. Jasa Parkir 
a. Jasa  
Pengertian jasa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPK ialah: 
“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 
prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan 
oleh konsumen.” 
Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan 
oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip tidak 
berwujud dan menyebabkan perpindahan kepemilikan apa pun. 
Produksinya bisa terikat pada suatu produk.67 
 
b. Parkir dan Peraturan Parkir 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 
tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam 
Daerah Kota Makassar pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 
3 dijelaskan: Badan Pengawas adalah Badan Pengawas 
Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar; 
selanjutnya angka 5 menjelaskan Perusahaan Daerah adalah 
Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar. 
Pengertian parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 17 tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi 
                                                          
67 Rocky Marbun, 2010, Tanya Jawab Seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm. 2. 
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Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar, Bab I Ketentuan Umum, 
Pasal 1 angka 6, parkir adalah:  
“Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan 
bermotor ditepi jalan umum yang bersifat sementara pada 
tempat yang ditetapkan.”  
Selanjutnya pengertian kendaraan bermotor berdasarkan 
Pasal 1 angka 7 adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 
teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan 
gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan 
kendaraan bermotor. Kemudian pengertian tempat parkir 
berdasarkan Pasal 1 angka 8 adalah tempat yang berada ditepi jalan 
umum yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir.  
Pada tempat parkir tentu ada pengguna yang menggunakan 
tempat parkir atau bisa disebut pemakai tempat parkir. Yang 
dimaksud dengan pemakai tempat parkir berdasarkan Pasal 1 angka 
10 adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak memakai 
tempat parkir berdasarkan atas pembayaran tarif jasa yang 
ditetapkan oleh Perusahaan Daerah. 
Jenis pungutan dan tarif jasa parkir ditetapkan oleh Direksi, 
yang dimaksud Direksi berdasarkan Pasal 1 angka 4 adalah Direksi 
Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar. Dalam 
hal menetapkan tarif, Direksi dapat menetapkan tarif progresif pada 
tempat dan waktu tertentu, tarif tersebut dapat dikenakan kepada 
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orang atau badan hukum, penetapan tarif diberlakukan setelah 
mendapat persetujuan Walikota dengan memperhatikan 
pertimbangan Badan Pengawas. Klasifikasi pemakaian tempat 
parkir, serta tata cara penagihannya juga ditetapkan oleh Direksi. 
Pada Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pengelolaan 
Parkir Tepi Jalan umum Dalam Daerah Kota Makassar diatur bahwa 
pengguna parkir dilarang: 
1) dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut 
lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan; 
2) dilarang mengotori/merusak tempat parkir; 
3) dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan perparkiran 
pada tempat parkir kecuali mendapat izin Direksi. 
Selain itu, juga diatur mengenai kewajiban pengguna tempat 
parkir dan juru parkir yaitu: 
1) Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir; 
2) Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak 
mengganggu lalulintas orang, barang dan kendaraan; 
3) Menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku; 
4) Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat 
parkir; 
5) Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda 




B.  Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen 
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan 
manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia 
untuk mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah 
mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain 
mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen; 
pengusaha dan pemerintah.68 
Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:69 
a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian 
hukum; 
b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan 
kepentingan seluruh pelaku usaha; 
c. Meningkatkan kualitas pelayanan barang dan jasa; 
d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha 
yang menipu dan menyesatkan; 
e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan 
perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada 
bidang-bidang lain. 
                                                          
68 Erman Rajagukguk (dkk), 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, CV. Mandar Maju, 




Pengertian konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa disingkat dengan 
UUPK terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUPK yaitu “Perlindungan 
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” 
Celina Tri Siwi Krstiyanti mengutip pendapat Az. Nasution yang 
menyatakan bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau 
kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang 
melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan 
sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang 
mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain 
berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan 
hidup.70 
Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum 
konsumen yang lebih luas yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah 
yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi 
kepentingan konsumen.71 
Menurut Ahmadi Miru bahwa rumusan pengertian perlindungan 
konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut cukup 
memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk 
                                                          
70 Celina Tri Siwi Krstiyanti, op.cit, hlm. 13. 
71 Susanti Adi Nugroho, op.cit, hlm. 56. 
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meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku 
usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.72 
Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan 
pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena 
keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para 
pelaku usaha.73 
  
2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha 
a. Konsumen 
Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari consumer 
(Inggris-Amerika), atau consument/konsumen (Belanda). Pengertian 
consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia 
berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari 
produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan 
penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk 
konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus 
Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai 
pemakai atau konsumen.74 
Abdul R. Saliman mengutip pendapat Munir Fuady bahwa 
konsumen adalah pengguna akhir (end user) dari suatu produk, yaitu 
                                                          
72 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014, Hukum Pelindungan Konsumen, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1. 
73 Ibid 
74 Celina Tri Siwi Kristiyanti, op.cit, hlm. 22. 
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setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.75 
Pengertian konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK 
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan.” Penjelasan dari Pasal 1 angka 2 tersebut adalah 
“Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan 
konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau 
pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara 
adalah konsumen yang menggunakan produk sebagai bagian dari 
proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam 
undang-undang ini adalah konsumen akhir.” 
Menurut Az. Nasution, batasan tentang konsumen adalah:76 
a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang 
dan/atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. 
b. Konsumen-antara, adalah setiap orang yang mendapatkan 
barang dan/atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan 
komersial). 
                                                          
75 Abdul R. Saliman, 2010, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, 
Kencana, Jakarta, hlm. 210. 
76 Az. Nazution, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, 
Jakarta, hlm. 28. 
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c. Konsumen-akhir, adalah setiap orang alami yang mendapatkan 
dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi 
kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan 
tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial) 
Dalam barang dan/atau jasa yang digunakan, tergantung pada 
konsumen mana yang dimaksudkan. Bagi konsumen antara barang 
dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan 
baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan 
diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang, 
berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata 
dagangannya. Konsumen-antara ini mendapatkan barang dan atau 
jasa itu di pasar industri atau pasar produsen.77 
Sedang bagi konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah 
barang dan/atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang 
biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya pribadi, 
keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang atau 
jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen dan 
terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan di dalam 
rumah-rumah tangga masyarakat.78 
 
 
                                                          




b. Pengertian Pelaku Usaha 
Pengertian pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK: 
“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan 
usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” 
Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam 
pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, 
importir, pedagang, distributor dan lain-lain.79 
 
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha 
a. Konsumen 
Sampai saat ini acara universal diakui adanya hak-hak 
konsumen yang secara universal pula harus dilindungi dan dihormati 
yaitu:80 
1. Hak keamanan dan keselamatan 
2. Hak atas informasi 
3. Hak untuk memilih 
4. Hak untuk didengar 
                                                          
79 Celina Tri Siwi Kristiyanti, op.cit, hlm. 41. 
80 Erman Rajagukguk (dkk), op.cit, hlm. 38. 
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5. Hak atas lingkungan hidup 
Adapun hak konsumen berdasarkan Pasal 4 UUPK, yaitu: 
a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan; 
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 




Memperhatikan hak-hak yang disebutkan di atas, maka secara 
keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu 
sebagai berikut:81 
a. hak atas keamanan dan keselamatan; 
b. hak untuk memperoleh informasi; 
c. hak untuk memilih; 
d. hak untuk didengar; 
e. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; 
f. hak untuk memperoleh ganti rugi; 
g. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; 
h. hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat; 
i. hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar 
yang diberikannya; 
j. hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang 
patut 
Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang 
telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam 
tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:82 
1. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari 
kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta 
kekayaan; 
                                                          
81 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op.cit, hlm. 40. 
82 Ibid, hlm. 46. 
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2. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga 
yang wajar; dan 
3. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap 
permasalahan yang dihadapi 
 
Dalam UUPK juga telah diatur tentang kewajiban-kewajiban 
yang harus dipenuhi oleh konsumen sebagai pemakai barang dan 
atau/jasa yang diperdagangkan. Adapun Kewajiban Konsumen 
terdapat pada Pasal 5 UUPK, yaitu: 
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan; 
b. beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa; 
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
Menurut Ahmadi Miru bahwa adanya kewajiban konsumen 
membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa demi keamanan 
dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan.83 
                                                          
83 Ibid, hlm. 47. 
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Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha 
telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu 
produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah 
disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini, 
memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab, 
jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat 
mengabaikan kewajiban tersebut.84 
 
b. Pelaku Usaha 
Dalam UUPK bukan hanya konsumen saja yang memiliki hak 
tapi pelaku usaha juga memiliki hak, adapun hak pelaku usaha 
terdapat dalam rumusan Pasal 6 UUPK, yaitu: 
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beriktikad tidak baik; 
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara 
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
                                                          
84 Ibid, hlm. 48. 
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e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Kemudian selain hak dari pelaku usaha juga diatur kewajiban-
kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha dalam 
menjalankan usahanya. Adapun kewajiban pelaku usaha 
berdasarkan Pasal 7 UUPK, yaitu: 
a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 
jujur serta tidak diskriminatif; 
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 
dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 
mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji 
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta 
memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat 
dan/atau yang diperdagangkan; 
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
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g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau 
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 
 
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19- Pasal 28 
UUPK, adapun tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 
UUPK, yaitu: 
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat 
mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. 
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa 
yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan 
dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 
(tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 
(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya 
tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut 
mengenai adanya unsur kesalahan. 
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(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa 
kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
 
Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami 
oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa 
kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa 
ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya 
ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan 
wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan 
melanggar hukum, yakni: ada perbuatan melanggar hukum; ada 
kerugian; ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum 
dan kerugian; dan ada kesalahan.85 
Selanjutnya Pasal 28 UUPK “Pembuktian terhadap ada tidaknya 
unsur “kesalahan” dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud 
pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab 
pelaku usaha.” 
Sebagaimana diketahui Pasal 19 yang dimaksud mengatur 
tanggung jawab ganti rugi, Pasal 22 tentang tanggung jawab 
pembuktian unsur kesalahan dalam perkara pidana, dan Pasal 23 
UUPK mengatur gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen, 
                                                          
85 Ibid, hlm. 127. 
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maka berdasarkan Pasal 28 ini bahwa beban pembuktian unsur 
“kesalahan” dalam gugatan ganti kerugian merupakan beban dan 
tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini memberikan konsekuensi hukum 
bahwa pelaku usaha yang dapat membuktikan kerugian bukan 
merupakan kesalahannya terbebas dari tanggung jawab ganti 
kerugian.86 
Berhasil tidaknya produsen membuktikan bersalah tidaknya atas 
kerugian konsumen, sangat menentukan bebas tidaknya produsen dari 
tanggung gugat untuk membayar ganti kerugian terhadap konsumen. 
Ini berarti bahwa prinsip tanggung gugat yang dianut dalam UUPK 
adalah prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan, dengan beban 
pembuktian terbalik. Berdasarkan prinsip tersebut, kedua belah pihak 
terlindungi, karena prinsip tersebut memberikan beban kepada masing-
masing pihak secara proporsional, yaitu konsumen hanya membuktikan 
adanya kerugian yang dialami karena/ akibat mengonsumsi produk 
tertentu yang diperoleh/ berasal dari produsen, sedangkan pembuktian 
tentang ada tidaknya kesalahan pihak produsen yang menyebabkan 




                                                          
86 Ibid, hlm. 167. 
87 Ibid, hlm. 169. 
49 
 
5. Penyelesaian Sengketa Konsumen 
“Sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan 
pelaku usaha (publik atau privat) tentang produk konsumen, barang 
dan/atau jasa konsumen tertentu,”88 selanjutnya, Pasal 64 UUPK: 
“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan 
melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini 
diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara 
khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 
undang-undang ini” 
Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, hukum positif, tetap dapat digunakan dalam upaya 
perlindungan konsumen, sepanjang tidak diatur secara khusus atau 
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.89 
Setiap sengketa konsumen pada umumnya dapat diselesaikan 
setidak-tidaknya melalui 2 (dua) cara penyelesaian. Kedua kelompok 
penyelesaian itu terdiri dari:90 
a. Penyelesaian sengketa secara damai 
Dengan penyelesaian sengketa secara damai 
dimaksudkan penyelesaian sengketa antar para pihak, dengan 
atau tanpa kuasa/ pendamping bagi masing-masing pihak, 
melalui cara-cara damai. Dengan cara penyelesaian sengketa 
secara damai ini, sesungguhnya ingin diusahakan bentuk 
penyelesaian yang “mudah, murah dan (relatif) lebih cepat.” 
                                                          
88 Az. Nazution, op.cit, hlm. 229. 
89 Ibid, hlm. 230. 
90 Ibid, hlm. 232. 
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Dasar hukum penyelesaian tersebut terdapat dalam BW 
Indonesia (Buku Ke-III, Bab 18, Pasal1851-Pasal 1864 BW 
tentang perdamaian/dading) dan Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 47 
UUPK. 
b. Penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang 
Penyelesaian sengketa ini adalah penyelesaian sengketa 
melalui peradilan umum atau melalui lembaga khusus dibentuk 
Undang-Undang, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan 
suatu lembaga khusus yang dibentuk diatur dalam UUPK, tugas 
utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara 
konsumen dan pelaku usaha.91 
Berdasarkan Pasal 52 UUPK, tugas dan wewenang badan 
penyelesaian sengketa konsumen meliputi: 
a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa 
konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau 
konsiliasi; 
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 
c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula 
baku; 
                                                          
91 Gunawan Widjaja, 2002, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 73. 
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d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi 
pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini; 
e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari 
konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap 
perlindungan konsumen; 
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 
konsumen; 
g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan 
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 
h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap 
orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap 
undang-undang ini; 
i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, 
saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud 
pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi 
panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; 
j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau 
alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 
k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian 
di pihak konsumen; 
l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang 
melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 
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m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang 































A.  Lokasi Penelitian 
Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Jasa 
Parkir Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir. Peneliti 
mengambil lokasi penelitian di Kota Makassar, yakni: 
1. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)  
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
3. Pelaku usaha perparkiran milik pemerintah PD Parkir Makassar 
Raya dan milik swasta di Kota Makassar 
4. Masyarakat atau konsumen pengguna jasa parkir  
Penulis memilih lokasi-lokasi tersebut untuk memeroleh data dan 
informasi yang penulis butuhkan dalam menunjang penulisan 
skripsi ini 
Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena kasus perparkiran 
yakni antara pelaku usaha penyedia jasa parkir dan konsumen 
pengguna jasa parkir pernah terjadi pada perusahaan perparkiran 
khususnya yang dikelola pihak swasta di Kota Makassar. 
 
B.  Populasi dan Sampel 
Populasi dari penelitian ini adalah pelaku usaha penyedia jasa 
parkir milik pemerintah hanya1 (satu) yakni PD Parkir Makassar Raya, 
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pelaku usaha penyedia jasa parkir milik swasta sebanyak 35 (tiga puluh 
lima) serta konsumen pengguna jasa parkir di Kota Makassar.  
Penulis mengambil sampel berdasarkan teknik purposive 
sampling, dengan pertimbangan bahwa hanya yang memenuhi kriteria 
tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang dijadikan sebagai sampel 
penelitian. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka 
ditarik 1 (satu) pelaku usaha penyedia jasa parkir milik pemerintah yaitu 
PD Parkir Makassar Raya dan 3 (tiga) pelaku usaha penyedia jasa 
parkir milik swasta serta konsumen pengguna jasa parkir ditarik 30 (tiga 
puluh) orang konsumen pengguna jasa parkir milik pemerintah dan 30 
(tiga puluh) orang konsumen pengguna jasa parkir milik swasta, jadi 
total konsumen pengguna jasa parkir sebanyak 60 (enam puluh) orang. 
 
C.  Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam proses 
pelaksanaan penelitian ini yaitu: 
1.  Sumber Data Primer 
 Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara 
langsung di lapangan, yang dilakukan melalui wawancara dengan 
beberapa sumber yang terkait dengan penelitian ini yaitu BPSK 
(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), PD Parkir Makassar 
Raya dan pelaku usaha penyedia jasa parkir milik swasta, serta 
kuisioner di mana respondennya merupakan konsumen pengguna 
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jasa parkir yang disediakan oleh pelaku usaha dan observasi 
terhadap objek penelitian 
2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
dengan cara mengumpulkan informasi dari karcis parkir, serta 
putusan yang berkaitan dengan penulisan ini untuk memeroleh 
dasar teoritis dalam penulisan tugas akhir. 
 
D.  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memeroleh 
data dan informasi adalah: 
a. Wawancara 
 Wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui 
tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan 
melakukan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan 
informasi yang diperlukan. 
b. Kuisioner 
Kuisioner yaitu usaha pengumpulan data secara tidak langsung 
melalui daftar pertanyaan. Kuisioner dilakukan kepada responden 
yaitu konsumen pengguna jasa parkir di Kota Makassar yakni 60 
(enam puluh) responden pengguna jasa parkir (konsumen). 




c.  Penelitian Kepustakaan 
Data kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji 
karcis parkir dan putusan yang berkaitan dengan penulisan ini untuk 
memperoleh dasar teoritis dalam penulisan tugas akhir yang 
berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penulisan 
skripsi ini. 
 
E.  Analisis Data 
Berdasarkan data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, 
penulis kemudian mengolah data tersebut kemudian dianalisis dengan 
teknik kualitatif disajikan secara normatif desktiptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan 
mengenai tanggung jawab jasa parkir dan konsumen pengguna jasa 
parkir pada bisnis usaha perparkiran. Hal ini dimaksudkan untuk 







A. Kekuatan Mengikat Aturan yang ditetapkan oleh Pelaku Usaha 
Penyedia Jasa Parkir 
Pada bab IV ini, penulis akan membahas tentang kekuatan mengikat 
atas ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha 
penyedia jasa parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir baik jasa 
parkir yang dikelola pihak pemerintah maupun jasa parkir yang dikelola 
pihak swasta. Hal ini menjadi penting karena hubungan antara pelaku 
usaha penyedia jasa parkir dan konsumen pengguna jasa  parkir 
mempunyai hubungan hukum antara satu sama lainnya karena masing-
masing mempunyai kewajiban dan hak yang harus terpenuhi antara 
keduanya sebagaimana telah diatur pada UUPK. 
Salah satu yurisprudensi mengenai perparkiran terdapat pada 
Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3416/Pdt/1985.  Pada putusan ini, 
majelis hakim berpendapat perparkiran merupakan perjanjian penitipan 
barang, dengan begitu hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi 
tanggung jawab pengusaha parkir.1 Adapun putusan Mahkamah Agung 
yang menyatakan perparkiran sebagai perjanjian sewa lahan yakni Putusan 
Mahkamah Agung (MA) Nomor: 78/Pdt.G/2014/PN.Bdg, tetapi dalam 
                                                          




putusan tersebut pihak yang terkait hanya antara pengelola parkir dengan 
pihak yang mempunyai lahan parkir, tidak terkait dengan konsumen 
pengguna jasa parkir. 
Bapak Rustam mengatakan hubungan hukum antara pelaku usaha 
penyedia jasa parkir dengan konsumen pengguna jasa parkir adalah 
penitipan, bukan sewa lahan karena konsumen mengharapkan kendaraan 
dan barang yang ada dalam kendaraan konsumen harus dalam 
pengawasan dan tanggung jawab pelaku usaha. Jika hanya sebatas sewa 
lahan maka tanggung jawab pelaku usaha tidak seperti yang diinginkan 
konsumen yakni adanya jaminan keamanan atas penitipan barang milik 
konsumen kepada penyedia jasa parkir. Jika sewa lahan, maka pelaku 
usaha seenaknya menghindari keamanan tanggung jawab atas kendaraan 
dan harta benda milik konsumen yang setiap saat dapat diincar oleh pencuri 
yang tidak menutup kemungkinan terjadi persekongkolan dengan tenaga 
yang ada di lapangan.2 
Menurut penulis, hubungan hukum antara pelaku usaha atau 
pengelola perparkiran dengan konsumen pengguna jasa parkir termasuk 
dalam kategori perjanjian penitipan barang bukan sewa lahan sebagaimana 
yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA), dikatakan bukan sewa 
lahan karena yang terkait dalam perjanjian sewa lahan adalah hubungan 
hukum antara pengelola jasa parkir pihak yang mempunyai lahan parkir, 
tidak terkait dengan konsumen pengguna jasa parkir. 
                                                          
2 Rustam, Wawancara, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Makassar, 01 Juli 2016. 
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Di Kota Makassar, pelaku usaha yang bergerak dalam bisnis jasa 
perparkiran yang dikelola pihak pemerintah yakni Perusahaan Daerah (PD) 
Parkir Makassar Raya3 dan yang dikelola pihak swasta yakni PT. Kalla Inti 
Karsa, PT. ISS, PT. Tosan Permai Lestari, PT. Centre Park Citra Corpora, 
PT. Securindo Packtama Indonesia, PT. GMTDC.TBK, PT. Tritunggal 
Bangun Nusantara, PT. Sky Parking Utama, PT. Auto Parking, PT. Bahana 
Security Indonesia, Secure Parking, Hotel Four Point By Sheraton, RSUD 
Kota Makassar, Rumah Sakit Islam Makassar, O Parking, Yayasan 
Indonesia Timur.4  
Dalam bidang bisnis jasa perparkiran, pelaku usaha penyedia jasa 
parkir telah menentukan aturan parkir dan konsumen selaku pengguna jasa 
parkir diwajibkan untuk memenuhi aturan parkir yang telah ditentukan 
tersebut selama ketentuan atau aturan parkir tersebut tidak bertentangan 
dengan Pasal 18 huruf a UUPK. 
Ketentuan atau aturan parkir yang dibuat oleh pelaku usaha 
penyedia jasa parkir dimaksudkan guna keamanan, keselamatan dan 
kenyamanan konsumen pengguna jasa parkir atas kendaraan yang 
dititipkan pada lahan parkir yang telah disediakan oleh pelaku usaha 
penyedia jasa parkir tersebut.  
Berikut ketentuan atau aturan parkir pada perusahaan perparkiran 
baik yang dikelola pihak pemerintah maupun swasta. 
                                                          
3 Hasil penelitian di PD. Parkir Makassar Raya 




1. Kekuatan Mengikat Aturan Parkir yang dikelola oleh PD. Parkir 
Makassar Raya 
 Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya adalah satu-
satunya perusahaan daerah di Kota Makassar yang bergerak dalam 
pelayanan jasa perparkiran bertujuan memberikan pelayanan jasa kepada 
konsumen pengguna jasa parkir atas kendaraan konsumen yang dititipkan 
pada lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah. Lahan parkir tersebut 
dijaga oleh juru parkir guna keamanan kendaraan konsumen pengguna 
jasa parkir serta mengatur kendaraan yang parkir agar tidak mengganggu 
lalu lintas dan pengguna jalan di sekitarnya. Juru parkir tersebut adalah juru 
parkir resmi PD.  Parkir Makassar yang namanya terdaftar pada PD. Parkir 
Makassar Raya, juru parkir PD. Parkir Makassar Raya ditandai dengan 
mengenakan rompi berwarna orange dan memakai IDcard/ Identitas 
sebagai juru parkir.  
Direktur Utama pada PD. Parkir Makassar Raya, Bapak Iryanto 
Ahmad menyatakan bahwa yang menjadi kriteria juru parkir resmi PD. 
Parkir Makassar Raya adalah juru parkir yang memiliki atribut berupa rompi 
berwarna orange, pada bagian depan kiri rompi terdapat tulisan “i love 
makassar”, pada bagian kanan rompi tertulis “makassar 2 kali tambah baik”, 
pada bagian belakang rompi terdapat simbol ajakan berupa “ambil karcista 
bayar parkirta”, pada rompi terdapat juga tulisan berupa “sukseskan MTR 
(Makassar Tidak Rantasa)”, kemudian pada rompi juga terdapat tulisan 
berupa “LISA (Liat Sampah Ambil)” dan juru parkir resmi dilengkapi IDcard 
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yang cukup besar ukurannya, yang merupakan identitasnya dan pada 
bagian belakang IDcard tersebut terdapat surat tugas juru parkir.5  
Adapun ketentuan atau aturan parkir yang diberlakukan Perusahaan 
Daerah (PD) Parkir Makassar Raya berdasar pada Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 17 Tahun 2006, dalam Perda tersebut terdapat kewajiban 
juru parkir dan pengguna parkir sebagaimana diatur pada Pasal 10 sebagai 
berikut: 
a. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir; 
b. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak 
mengganggu lalulintas orang, barang dan kendaraan; 
c. Menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku; 
d. Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat 
parkir; 
e. Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal 
yang ditetapkan oleh Direksi. 
Pada poin a tersebut, bukan hanya juru parkir yang diwajibkan untuk 
menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir, tapi 
konsumen juga diwajibkan akan hal tersebut. Direktur Utama PD. Parkir 
Makassar Raya Bapak Iryanto Ahmad menyatakan bahwa jika pengguna 
tempat parkir dan juru parkir tidak menjaga keamanan, ketertiban dan 
kebersihan tempat parkir maka hal tersebut tidak berimbang, jika hal 
                                                          
5 Iryanto Ahmad, Wawancara, Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya, Makassar, 
11 Juli 2016. 
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tersebut sama-sama tidak dilaksanakan siapa lagi yang ingin diwajibkan 
akan hal tersebut. Konsumen pengguna jasa parkir dan juru parkir harus 
saling memahami dalam menjaga kebersihan, ketertiban, maupun 
keamanan tempat parkir. Jadi, yang dimaksud dengan menjaga keamanan 
bagi pengguna jasa parkir, yakni parkirlah kendaraan di tempat yang telah 
ditentukan dan tidak mengganggu pengguna lalu lintas maupun pengguna 
pejalan kaki. Kemudian masalah kebersihan, buanglah sampah pada 
tempatnya dan hal-hal lain misalnya tidak dengan sengaja konsumen 
pengguna jasa parkir menjebak juru parkir dengan memberikan atau 
menaruh barang berharga pada kendaraannya dan tidak membohongi juru 
parkir atas kehilangan barang.6 
Poin b tersebut, mewajibkan konsumen dan juru parkir 
menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu 
lalulintas orang, barang dan kendaraan. Hal tersebut sudah sewajarnya 
menjadi kewajiban dari keduanya dan sama halnya pada poin c kedua pihak 
juga harus menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku. 
Pada poin d dan e, mewajibkan juru parkir wajib memberikan karcis 
parkir kepada pengguna tempat parkir dan wajib menggunakan seragam 
dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi. Hal ini menjadi 
penting karena karcis parkir tersebut berlaku sebagai bukti penitipan/ 
pemilik kendaraan yang parkir, selain itu juru parkir wajib memakai seragam 
                                                          
6 Iryanto Ahmad, Wawancara, Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya, Makassar, 
11 Juli 2016. 
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dan kartu tanda pengenal agar masyarakat pengguna jasa parkir 
mengetahui juru parkir yang bertugas pada saat itu adalah juru parkir resmi 
PD. Parkir Makassar Raya.   
Menurut penulis, seharusnya kewajiban antara pengguna tempat 
parkir dan juru parkir yang diatur dalam Perda harus dibedakan agar lebih 
jelas akan dari kewajiban masing-masing pihak. 
Pada karcis parkir Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya 
yang menjadi objek parkir adalah kendaraan bermotor, hal tersebut 
berdasarkan Perda Pasal 1 Angka 7 Kendaraan Bermotor adalah 
kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada 
kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang 
dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.  
 Selain itu, pada karcis parkir tercantum juga informasi mengenai tarif 
parkir sesuai dengan tempat parkir yang telah ditentukan oleh Direksi PD. 
Parkir Makassar Raya, adapun dasar hukum mengenai ketentuan tarif 
parkir yakni Keputusan Direksi PD. Parkir Makassar Raya Nomor: 060/ 20-
S.Kep.Dir/ XI/ 2009 tentang Jenis Pungutan dan Tarif Jasa Parkir Tepi Jalan 
Umum, Parkir Insidentil, Parkir Langganan Bulanan Dalam Daerah Kota 







Tabel 1. Tarif jasa parkir PD. Parkir Makassar Raya 
NO Jenis Karcis 
Tarif Jasa Parkir 
R2 R4 
1. Tepi Jalan Umum Rp. 1.000 Rp. 1.500 
2. Insidentil Tepi Jalan Umum Rp. 1.000 Rp. 2.000 
3. Insidentil Pelabuhan Rp. 1.000 Rp. 2.000 
4. Wilayah Asindo Rp. 1.000 Rp. 2.000 
5. PPLB Rp. 1.000 Rp. 2.000 
6. Insidentil Anjungan Bahari Rp. 1.000 Rp. 2.000 
7. Pelataran Khusus Rumah Sakit Rp. 1.000 Rp. 2.000 
8. Pelataran Khusus Angkutan - Rp. 2.000 
9. Alaska Rp. 1.000 Rp. 2.000 
10. Tepi Jalan Umum Wilayah 
Pasar 
Rp. 1.000 Rp. 2.000 
Sumber: Keputusan Direksi PD. Parkir Makassar Raya Nomor: 060/ 20-
S.Kep.Dir/ XI/ 2009 
 
Dari tabel tersebut dilihat bahwa semua tarif jasa parkir yang 
diberlakukan pada kendaraan roda dua semua sama yakni Rp. 1.000,- 
(seribu rupiah) terkecuali pada jasa parkir pelataran khusus angkutan 
tersebut tidak berlaku bagi tempat parkir kendaraan roda dua. Sedang tarif 
jasa parkir untuk kendaraan roda empat dikenakan biaya tarif parkir sebesar 
Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) khusus pada tepi jalan umum saja, 
selain dari tepi jalan umum tarif jasa parkir bagi kendaraan roda empat 
dikenakan tarif jasa parkir sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Tarif jasa 
parkir tersebut berlaku sekali parkir. 
Selanjutnya, ada juga keputusan direksi yang mengatur tarif jasa 
parkir khusus, tarif jasa parkir khusus ini dikhususkan hanya pada 
kendaraan roda empat saja, tidak berlaku bagi kendaraan roda dua, adapun 
Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya yakni Nomor: 
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078/ 20-Skep.Dir/IV/2016 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Tarif Jasa 
Parkir Khusus Kendaraan Roda Empat (4) Untuk Parkir Insidentil Tepi Jalan 
Umum/Gedung Runtono, Bambuden, IMMIM dan Tarif Jasa Parkir Khusus 
Tepi Jalan Umum Wilayah Pasar Butung serta Tarif Jasa Parkir Khusus 
Pusat Pertokoan Jalan Irian, memutuskan: Penetapan dan Pemberlakuan 
Tarif Jasa Parkir Kendaraan Roda Empat (4) sebesar Rp. 5.000,- sekali 
parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 17 Tahun 2006, 
Pasal 5 yang akan diberlakukan pada titik parkir khusus sebagai berikut: 
1. Parkir Khusus Pasar Butung 
2. Parkir Khusus Pusat Pertokoan Jalan Irian 
3. Parkir Khusus Insidentil Gedung Runtono, IMMIM dan Bambuden 
 Tarif yang telah ditentukan oleh Direksi harus dipatuhi oleh juru parkir 
dalam memungut tarif dari konsumen pengguna jasa parkir.  
Selain itu pada karcis parkir tercantum juga kalimat yang 
menyatakan bahwa karcis tersebut adalah bukti penitipan/ pemilik 
kendaraan (berlaku untuk sekali parkir) artinya karcis merupakan alat bukti 
kendaraan konsumen yang dititipkan pada lahan parkir tersebut. Adapun 
dasar hukum karcis parkir tersebut yakni Perda No. 17 Tahun 2006 dan 
Surat Keputusan Walikota Makassar No. 935/S. Kep/186.342/2006, yang 
dimana dasar hukum tersebut tercantum pada tiap karcis parkir PD. Parkir 
Makassar Raya.  
Dengan adanya dasar hukum Perda pada karcis parkir pemerintah, 
maka masyarakat selaku konsumen pengguna jasa parkir harus patuh 
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terhadap Perda tersebut, artinya Perda tersebut mengikat bagi masyarakat 
pengguna jasa parkir yang memarkir kendaraannya pada lahan parkir 
pemerintah. Surat Keputusan Walikota Makassar No. 935/S. 
Kep/186.342/2006 yang tertera pada karcis parkir pemerintah tersebut 
merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 
17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam 
Daerah Kota Makassar.  
Menurut penulis aturan parkir yang tertera pada karcis parkir harus 
dipatuhi dan dipenuhi konsumen pengguna jasa parkir karena sifatnya 
mengikat, tapi kemudian pada karcis parkir PD Parkir Makassar Raya juga 
mencantumkan ketentuan umum yang menyatakan bahwa kehilangan dan 
kerusakan barang/kendaraan tidak menjadi tanggung jawab PD. Parkir 
Makassar Raya. Menyangkut hal tersebut tidak benar karena bertentangan 
dengan Pasal 18 UUPK, tidak seharusnya Perusahaan Daerah (PD) Parkir 
Makassar Raya mencantumkan ketentuan yang menyatakan pengalihan 
tanggung jawab sebagaimana telah diatur pada Pasal 18 UUPK. 
Direktur Operasional PD. Parkir Makassar Raya, Bapak Syafrullah 
mengatakan karcis parkir adalah bukti pemilik kendaraan yang parkir pada 
saat itu. PD. Parkir selalu menghimbau kepada masyarakat pengguna jasa 
parkir agar pada saat parkir kiranya membayar terlebih dahulu dan juru 
parkir harus juga memberikan karcis parkir kepada pengguna tempat parkir, 
kemudian ketika pengguna parkir ingin meninggalkan tempat parkir, maka 
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pengguna jasa parkir harus mengembalikan karcis parkir kepada juru parkir 
sebagai bukti pemilik kendaraan yang parkir pada saat itu.7  
Himbauan yang terdapat pada rompi juru parkir bertuliskan “ambil ki 
karcista dan bayar ki karcista”, menurut penulis hal tersebut tidak jelas 
karena menimbulkan dua makna, apakah kita mengambil karcis pada saat 
parkir atau mengambil karcis pada saat ingin meninggalkan tempat parkir, 
hal ini dikarenakan masih banyak pengguna jasa parkir yang nantinya akan 
membayar tarif parkir dan meminta karcis parkir ketika ingin meninggalkan 
tempat parkir. Seharusnya Direksi PD. Parkir dalam memberikan himbauan 
tentang pembayaran tarif parkir dan pengambilan karcis parkir kepada 
pengguna jasa parkir harus jelas agar tidak menimbulkan makna lain, 
misalkan pada rompi juru parkir bertuliskan “ambil ki karcista ketika ingin 
parkir dan bayar ki karcista ketika ingin meninggalkan area parkir”. 
2. Kekuatan Mengikat Aturan Parkir Pelaku Usaha Jasa Parkir Swasta 
Ketentuan atau aturan parkir pada perusahaan perparkiran swasta 
dibuat dalam kontrak baku yang di dalamnya memuat beberapa ketentuan-
ketentuan atau klausul-klausul yang telah ditetapkan satu pihak yakni 
perusahaan perparkiran swasta. Aturan yang telah ditetapkan oleh pelaku 
usaha penyedia jasa parkir swasta yang ada di Kota Makassar tidak 
berdasar kepada Perda Nomor 17 tahun 2006.  
                                                          





Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah 
ditetapkan atau dirancang oleh satu pihak.8 Hal demikian didasarkan pada 
asas kebebasan berkontrak dan asas perjanjian berlaku sebagai undang-
undang (Pacta Sunt Servanda). Hal ini terdapat pada Pasal 1338 BW yang 
menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagaimana 
Pasal 1 Angka 10 UUPK menentukan bahwa klausula baku adalah setiap 
aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan 
ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan 
wajib dipenuhi oleh konsumen. Sebagaimana kewajiban konsumen 
terdapat pada Pasal 5 UUPK. 
Kontrak baku yang terdapat pada karcis parkir bersifat mengikat dan 
harus dipatuhi sehingga konsumen pengguna jasa parkir yang masuk ke 
lahan parkir swasta harus mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan 
pelaku usaha jasa parkir guna keselamatan, keamanan dan kenyamanan 
konsumen dalam memarkirkan kendaraannya selama aturan tersebut tidak 
bertentangan dengan Pasal 18 UUPK.  
Pada penelitian ini penulis masih mendapatkan ketentuan atau 
aturan parkir yang tertera pada karcis parkir yang mencantumkan klausula 
yang dilarang UUPK. Hal ini terlihat jelas pengalihan tanggung jawab yang 
                                                          
8 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, op.cit, hlm. 89. 
69 
 
tidak dibenarkan oleh UU sebagaimana telah ditentukan Pasal 18 UUPK 
dan dianggap batal demi hukum. 
Ketentuan atau aturan parkir atau dikenal sebagai kontrak baku 
mengikat bagi para pihak, pada kontrak baku aturan parkir tidak semua apa 
yang diatur bertentangan dengan UUPK. Namun ada juga aturan yang tidak 
bertentangan dengan UUPK dan konsumen wajib mematuhi serta 
melaksanakan ketentuan parkir yang telah diberlakukan oleh pelaku usaha. 
Hal ini sangatlah penting ditaati konsumen karena apabila konsumen lalai 
dalam melaksanakan kewajiban yang diberikannya, maka pelaku usaha 
dibebaskan dari tanggung jawabnya. Namun perlu diketahui semua 
kelalaian konsumen pada bidang jasa perparkiran tidak menghapuskan 
beban tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri. 
Adapun ketentuan tarif diberlakukan oleh pelaku usaha penyedia 
jasa parkir swasta sebagaimana diatur pada Keputusan Walikota Makassar 
Nomor: 973/881/KEP/V/2013 tentang Tarif Jasa Perparkiran Dalam Daerah 
Kota Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 2.  Tarif jasa parkir yang ditetapkan Walikota Makassar terhadap 





1. R4/ Mobil 
Sampai dengan 60 menit (1 jam) Rp. 3.000,- 
Untuk Setiap 60 menit berikutnya Rp. 2.000,- 
2. R2/ Motor 
Sampai dengan 60 menit (1 jam) Rp. 2.000,- 
Untuk Setiap 60 menit berikutnya Rp. 1.000,- 
Sumber: Keputusan Walikota Makassar Nomor: 973/881/KEP/V/2013 
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Tarif yang ditetapkan walikota Makassar berlaku secara umum untuk 
perparkiran swasta yang ada pada daerah Kota Makassar, dapat dilihat 
untuk kendaraan roda empat (mobil) tarif untuk satu jam pertama adalah 
Rp. 3000,- dan untuk setiap 1 jam berikutnya adalah Rp. 2.000,-. Sedang 
untuk kendaraan roda 2 (motor) tarif untuk satu jam pertama adalah Rp. 
2.000,- dan setiap 1 jam berikutnya Rp. 1.000,-. Peraturan Walikota 
tersebut harus dipatuhi oleh semua pelaku usaha perparkiran swasta yang 
ada pada wilayah daerah Kota Makassar.  
Dari Peraturan Walikota Makassar mengenai tarif parkir, tidak ada 
batasan maksimal yang ditetapkan. Maka disini dapat terjadi perilaku 
menyimpang bagi pelaku usaha penyedia jasa parkir dalam menentukan 
batas maksimum tarif parkir, begitu pula tidak ada sanksi yang dikenakan 
pada pelaku usaha yang melanggar tarif parkir tersebut. Sebab dari itu 
sering ditemukan pihak pelaku usaha penyedia jasa parkir berbeda-beda 
dalam menentukan tarif parkir. 
Selain itu, pada karcis parkir swasta juga terdapat ketentuan parkir 
yang telah ditetapkan berdasarkan aturan perusahaan perparkiran swasta. 
Sebagai konsumen pengguna jasa parkir harus memenuhi aturan tersebut. 
Sebab sifatnya mengikat bagi para pihak karena pengguna yang masuk ke 
tempat parkir swasta secara tidak langsung telah menyepakati aturan yang 
diberlakukan sebagaimana telah ditentukan kewajiban konsumen pada 
Pasal 5 UUPK.  
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Berikut penulis mengambil 3 (tiga) perusahaan perparkiran swasta 
di Kota Makassar. Dari 3 (tiga) perusahaan perparkiran swasta, penulis 
menjelaskan aturan atau ketentuan umum parkir pada masing-masing dari 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dari tabel tersebut dapat dilihat aturan atau ketentuan umum parkir 
yang diberlakukan perusahaan perparkiran PT. ISS, PT. Centre Park 
Corpora dan PT. Tritunggal. Aturan atau ketentuan umum parkir tersebut 
terdapat pada bagian belakang karcis parkir tersebut. Dari ketiga 
perusahaan swasta pada aturan pertama tercantum aturan mengenai tarif 
parkir. Aturan tarif parkir tersebut telah ditentukan oleh perusahaan swasta 
berdasarkan Peraturan Walikota Makassar, maka dari itu perusahaan 
perparkiran swasta serta konsumen pengguna jasa parkir harus menaati 
tarif parkir sesuai dengan durasi parkir konsumen pengguna jasa parkir. 
Kemudian pelaku usaha menetapkan aturan atau ketentuan umum 
parkir mengenai tiket/karcis parkir jika hilang maka petugas berhak 
memeriksa tanda atau identitas yang menandakan bahwa orang yang 
kehilangan karcis/tiket parkir ini adalah benar-benar pemilik kendaraan 
tersebut. Hal ini dilakukan guna mencegah hilangnya kendaraan konsumen 
yang diparkirkan pada lahan parkir tersebut. Maka dari itu konsumen 
pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan karcis/tiket parkir harus 
bisa menunjukkan tanda/identitas sebagai bukti kepemilikan kendaraan 
yang dititipkan pada lahan parkir tersebut. 
Pelaku usaha penyedia jasa parkir juga menetapkan aturan atau 
ketentuan umum parkir yang mewajibkan konsumen pengguna jasa parkir 
untuk tidak meninggalkan barang berharga dan karcis dalam kendaraan. Ini 
merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus ditaati oleh 
konsumen pengguna jasa parkir guna keamanan konsumen itu sendiri. 
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Barang yang ada dalam kendaraan yang diparkirkan bukan bagian dari 
tanggung jawab pelaku usaha tersebut. Hal ini dikarenakan yang menjadi 
objek dalam perparkiran hanya kendaraan bermotor saja, tidak termasuk 
barang di dalam kendaraan itu. 
Larangan konsumen pengguna jasa parkir untuk tidak meninggalkan 
karcis parkir pada kendaraan sangat penting, karena karcis merupakan alat 
bukti bayar dan alat bukti konsumen pengguna jasa parkir sebagai 
kepemilikan kendaraan yang parkir dititipkan pada saat itu. Disamping itu, 
karcis ini yang hanya bisa membuka palang pintu keluar secara otomatis 
Kemudian mengenai batasan tanggung jawab, PT. ISS tidak 
menentukan batasan tanggung jawabnya namun ada aturan lain yang 
mengharuskan konsumen pengguna jasa parkir mengunci rapat pintu dan 
jendela kendaraan serta memarkirkan kendaraannya pada tempat yang 
telah ditentukan. Konsumen pengguna jasa parkir juga diharuskan 
mematuhi rambu-rambu petunjuk. Sedang pada perusahaan perparkiran 
PT. Centre Park Corpora menentukan bahwa segala kerusakan ataupun 
kehilangan dari (bagian dari) kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik 
dari pengendara, hal tersebut sudah benar karena yang hanya ditanggung 
adalah kendaraan bermotor sesuai dengan objek pada perparkiran, selain 
itu, PT. Centre Park Corporation menentukan aturan atau ketentuan umum 
parkir bahwa pemilik kendaraan bertanggung jawab mengasuransikan 
kendaraannya. Demikian pula PT. Tritunggal menentukan bahwa segala 
kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-
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barang di dalamnya adalah tanggung jawab pemilik kendaraan (tidak ada 
penggantian berupa apapun). Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 UUPK. 
Selanjutnya perusahaan perparkiran swasta telah menyediakan customer 
service kepada konsumen bila mengalami suatu kerugian atau yang ingin 
menyampaikan keluhan. 
Perusahaan swasta tidak tunduk pada Perda No. 17 tahun 2006 
tentang Parkir Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota 
Makassar, tapi tunduk hanya pada Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah Kota Makassar saja. Pada Perda pajak tidak ada aturan lebih detail 
mengenai pengelolaan perparkiran, beda halnya dengan Perda Parkir 
mengenai Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota 
Makassar yang di dalamnya memuat secara detail mengenai aturan parkir 
pemerintah. 
 Ketentuan umum yang tertera pada karcis parkir, harus dipenuhi 
karena sifatnya mengikat sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Angka 10 UUPK 
tentang klausula baku dan kewajiban konsumen Pasal 5 UUPK, karena 
secara tidak langsung konsumen pengguna jasa parkir telah menyepakati 
aturan parkir ketika masuk ke area parkir dan memarkir kendaraannya, 
berdasarkan Pasal 1320 BW.  
Pada dasarnya ketentuan umum parkir yang telah ditetapkan secara 
sepihak oleh pelaku usaha bertujuan untuk menciptakan keamanan 
kendaraan konsumen. Berhubung adanya pembatasan personil juru parkir 
maka konsumen wajib mematuhi aturan parkir, artinya konsumen 
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dibebankan kewajiban dalam turut menjaga keamanan dan selama itu tidak 
bertentangan dengan Pasal 18 UUPK. 
Aturan atau ketentuan umum parkir dari tiga perusahaan swasta di 
atas mengikat bagi konsumen pengguna jasa parkir. Konsumen pengguna 
jasa parkir harus taat pada aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan 
perparkiran yang dikelola oleh swasta Secara tidak langsung konsumen 
pengguna jasa parkir yang masuk ke area parkir swasta telah menyepakati 
aturan yang diberlakukan tersebut, maka dari itu ketika konsumen 
melanggar atau tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dikatakan 
konsumen pengguna jasa parkir melakukan wanprestasi, kecuali aturan 
atau ketentuan umum yang dibuat oleh pelaku usaha bertentangan dengan 
Pasal 18 UUPK maka dikatakan batal demi hukum dan konsumen 
pengguna jasa parkir tidak diharuskan taat pada aturan tersebut.  
Dari hasil observasi dapat dilihat bahwa pada perusahaan 
perparkiran swasta diberlakukan aturan atau ketentuan khusus parkir 
tambahan yang harus dipatuhi, yakni khusus kendaraan roda dua dilarang 
masuk tanpa menggunakan STNK. Hal ini dilakukan karena pada saat 
konsumen akan meninggalkan area parkir tersebut harus menunjukkan 
STNK di pintu keluar area parkir, lain halnya kendaraan roda empat tidak 





B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Parkir dan Konsumen 
Pengguna Jasa Parkir 
Setiap perusahaan yang memperdagangkan barang dan/atau jasa 
mempunyai kewajiban yang sangat penting terhadap konsumen selaku 
pemakai barang dan/atau jasa sebagaimana kewajiban pelaku usaha yang 
diatur pada Pasal 7 UUPK. Selain itu pelaku usaha juga harus bertanggung 
jawab atas apa yang diperdagangkannya, baik itu barang maupun jasa 
sebagaimana tanggung jawab pelaku usaha diatur pada Pasal 19 UUPK.  
Dalam bisnis jasa perparkiran, pihak pelaku usaha wajib 
bertanggung jawab menjaga kendaraan konsumen yang dititipkan pada 
lahan parkir yang dikelolanya. Apabila terdapat kehilangan atau kerusakan 
pada kendaraan konsumen, maka pelaku usaha penyedia jasa parkir harus 
bertanggung jawab memperbaiki/ mengganti kendaraan konsumen 
tersebut yang diakibatkan atas kelalaiannya dalam menjaga kendaraan 
konsumen yang dititipkan padanya.  
Selain peranan pelaku usaha, diperlukan juga peranan konsumen 
untuk turut serta menjaga keamanan dari kendaraannya, dalam artian 
konsumen pengguna jasa parkir harus menaati aturan atau ketentuan 
umum parkir yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha penyedia jasa parkir, 
sebagaimana kewajiban konsumen diatur pada Pasal 5 UUPK, apabila 
konsumen lalai dalam hal tidak melaksanakan atau tidak taat pada 
peraturan parkir yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha penyedia jasa 
parkir, maka konsumen pengguna jasa parkir dapat dikatakan telah 
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melakukan wanprestasi. Namun, kelalaian konsumen dalam perdagangan 
jasa parkir tidak menghapuskan beban tanggung jawab pelaku usaha 
penyedia jasa parkir tersebut. Sebagaimana Pasal 27 UUPK pelaku usaha 
yang dibebaskan dari tanggung jawabnya hanya pelaku usaha yang 
memproduksi barang yang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian 
yang diderita konsumen, apabila: 
a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak 
dimaksudkan untuk diedarkan; 
b. cacat barang timbul pada kemudian hari; 
c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; 
d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; 
e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang 
dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. 
Peranan antara pelaku usaha penyedia jasa parkir dan konsumen 
pengguna jasa parkir harus berimbang antara satu dengan lainnya. Pelaku 
usaha penyedia jasa parkir berperan untuk menjaga kendaraan yang 
dititipkan padanya, sedangkan konsumen pengguna jasa parkir berperan 
untuk mematuhi semua aturan atau ketentuan umum parkir yang telah 
ditetapkan oleh pelaku usaha penyedia jasa parkir.  
Bapak Rustam mengatakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha 
jasa perparkiran belum memenuhi keinginan konsumen, sebab pelaku 
usaha cenderung mengabaikan kepentingan konsumen bilamana terjadi 
kerugian yang dialami konsumen. Akibatnya konsumen yang peduli harus 
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menempuh dan memperjuangkan sampai ke BPSK. Kesadaran pelaku 
usaha untuk merespon hak-hak konsumennya yang mengalami kerugian 
masih dibiarkan, meskipun hal itu merupakan tanggung jawab pelaku 
usaha. Konsumen mempunyai kesadaran akan tanggung jawabnya untuk 
mengamankan kendaraannya, namun belum semua konsumen memahami 
akan hal itu, sehingga kadang masih terjadi pencurian atas barang-barang 
milik konsumen yang disimpan di dalam kendaraan atau kendaraannya 
dibawa lari oleh pencuri.1 
Berikut penjelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak, 
baik pelaku usaha jasa parkir pemerintah maupuan swasta serta konsumen 
pengguna jasa parkir. 
1. Tanggung Jawab Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya  
Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya selaku pelaku 
usaha penyedia jasa parkir mempunyai peranan sangat penting dalam 
menjaga kendaraan konsumen ketika diparkirkan pada lahan yang telah 
disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini juru parkir yang ditugaskan untuk 
menjaga dan mengatur kendaraan yang diparkir, sebagaimana kewajiban 
juru parkir yang diatur dalam Perda No. 17 tahun 2006. Adapun tempat 
parkir yang dikelola oleh PD. Parkir Makassar Raya ialah pelataran tepi 
jalan umum Kota Makassar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 
Kota Makassar. 
                                                          
1 Rustam, Wawancara, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Makassar, 01 Juli 2016. 
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Direktur Utama pada PD. Parkir Makassar Raya Bapak Iryanto 
Ahmad, mengatakan bahwa juru parkir resmi adalah juru parkir yang 
memiliki atribut berupa rompi berwarna orange dilengkapi dengan IDcard 
yang cukup besar sebagai identitas juru parkir yang namanya terdaftar di 
PD. Parkir Makassar Raya. Di bagian belakang IDcard tersebut terdapat 
surat tugas. Juru parkir resmi yang namanya terdaftar di PD. Parkir wajib 
mematuhi aturan yang diberlakukan pada perusahaan sesuai dengan 
Perda No. 17 Tahun 2006. Apabila juru parkir melanggar aturan tersebut, 
maka akan ada sanksi yang dikenakan berupa sanksi kurungan atau denda 
atau dicabut surat tugasnya.2 
Peranan pelaku usaha penyedia jasa parkir PD. Parkir Makassar 
Raya, dalam hal ini juru parkir yang ditugaskan menjaga kendaraan 
konsumen di lahan parkir demi keamanan kendaraan konsumen. Oleh 
karena itu, juru parkir wajib memberikan karcis parkir kepada konsumen 
pengguna jasa parkir sebagai bukti bahwa yang parkir pada saat itu ialah 
konsumen pemilik kendaraan yang dititipkannya tersebut dan ketika 
konsumen ingin meninggalkan tempat parkir maka juru parkir meminta 
kembali karcis yang telah diberikan sebelumnya, jika konsumen tidak bisa 
menunjukkan karcis yang diberikan padanya maka juru parkir akan 
meminta bukti lain yang membuktikan bahwa konsumen tersebut benar 
yang mempunyai kendaraan tersebut. 
                                                          
2 Iryanto Ahmad, Wawancara, Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya, Makassar, 
11 Juli 2016. 
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Dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada 30 orang repsonden 
konsumen pengguna jasa parkir, beberapa responden ternyata jarang 
diberikan karcis parkir ketika reponden ingin memarkirkan kendaraannya 
pada area parkir PD. Parkir Makassar Raya. Lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.  Pendapat responden terkait diberikan karcis parkir oleh juru parkir 
ketika memarkirkan kendaraannya. 
No. 






1. Selalu diberikan karcis parkir (pada 
setiap kali parkir selalu diberikan 
karcis parkir oleh juru parkir) 
1 3,3 
2. Pernah/jarang diberikan karcis parkir 
(skala 10 kali terakhir parkir hanya 5 
kali yang pernah diberikan karcis 
parkir oleh juru parkir) 
16 53,3 
3. Tidak pernah karcis parkir (pada 
setiap parkir tidak pernah diberikan 
karcis parkir oleh juru parkir) 
13 43,3 
 Jumlah 30 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
 
Pada tabel tersebut dilihat responden yang mengatakan jarang 
diberikan karcis parkir oleh juru parkir resmi sebanyak 16 orang responden 
atau persentase 53,3 persen, yang mengatakan tidak pernah diberikan 
karcis parkir sebanyak 13 orang responden atau persentase 43,3 persen 
dan hanya 1 orang responden saja atau persentase 3,3 persen yang 
mengatakan selalu diberikan karcis parkir dari total 30 responden. 
Meskipun karcis diberikan kepada konsumen masih terdapat juru parkir 
yang meminta tarif lebih kepada konsumen pengguna jasa parkir, terlebih 
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lagi apabila juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada konsumen 
pengguna jasa parkir menggunakan kesempatan tersebut dengan 
menetapkan biaya parkir sendiri kepada konsumen pengguna jasa parkir 
yang tentu tidak sesuai dengan tarif resmi yang berlaku terkhusus tarif 
parkir pada jasa pelataran parkir tepi jalan umum yang dimana tarif resmi 
untuk roda dua Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan roda empat Rp. 1.500,- 
(seribu lima ratus rupiah). Dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada 30 
responden, ternyata masih ada responden yang masih dikenakan tarif jasa 
parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan tarif resmi yang berlaku di PD. 
Parkir Makassar Raya. Untuk lebih jelanya dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini: 
Tabel 5.  Pendapat Responden terkait pengenaan tarif jasa parkir pada  
jasa pelataran parkir tepi jalan umum yang tidak sesuai dengan 
tarif jasa parkir resmi yang berlaku 
 
No. 






1. Selalu dikenakan tarif jasa parkir yang tidak 
sesuai tarif resmi (pada setiap kali parkir 
selalu dikenakan tarif parkir yang tidak 
sesuai dengan tarif resmi) 
22 73,3 
2. Pernah/ jarang dikenakan tarif jasa parkir 
yang tidak sesuai dengan tarif resmi (skala 
dari 10 kali terakhir parkir hanya 5 kali yang 
pernah dikenakan tarif yang tidak sesuai 
dengan tarif resmi) 
5 16,7 
3. Tidak pernah  dikenakan tarif jasa parkir 
yang tidak sesuai dengan tarif resmi (pada 
setiap parkir tidak pernah dikenakan tarif 
parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi) 
3 10 
 Jumlah 30 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
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Dari data yang diperoleh, dapat dilihat responden pengguna jasa 
parkir yang sering dikenakan tarif parkir yang tidak sesuai sebanyak 22 
orang responden atau persentase 73,3 persen, selanjutnya yang pernah 
atau jarang dikenakan tarif parkir yang tidak sesuai sebanyak 5 orang 
responden atau persentase 16,7 persen dan yang tidak pernah dikenakan 
tarif parkir yang tidak sesuai hanya 3 orang responden atau persentase 10 
persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak 
juru parkir yang mengenakan tarif parkir kepada konsumen pengguna jasa 
parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi. Hal demikian bertentangan 
dengan Pasal 10 Perda Nomor 17 Tahun 2006 mengenai kewajiban juru 
parkir dalam menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku. 
Selain itu, karcis yang diberikan kepada responden konsumen 
pengguna jasa parkir juga tidak beraturan, karcis yang seharusnya 
diberikan kepada konsumen ketika memarkirkan kendaraannya justru 
diberikan pada saat konsumen ingin meninggalkan area parkir, hal tesebut 
tentunya bertentangan dengan Pasal 10 huruf d Perda Nomor 17 Tahun 
2006. Dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada 30 orang responden pada 
area parkir PD. Parkir Makassar Raya masih ditemukan juru parkir yang 
nantinya akan memberikan karcis parkir kepada konsumen ketika ingin 





Tabel. 6.  Pendapat responden terkait ketika juru parkir memberikan karcis 
parkir kepada responden konsumen pengguna jasa parkir 
No. 






1. Saat ingin parkir 14 46,7 
2. Saat ingin meninggalkan tempat 
parkir 
16 53,3 
 Jumlah 30 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
Dari data tersebut dilihat konsumen yang nanti diberikan karcis parkir 
apabila ingin meninggalkan area parkir sebanyak 16 orang responden atau 
persentase 53,3 persen. Konsumen yang diberikan karcis ketika ingin parkir 
sebanyak 14 orang responden atau persentase 46,7 persen. Pemberian 
karcis parkir kepada konsumen pengguna jasa parkir lebih banyak yang 
diberikan pada saat ingin meninggalkan area parkir dibanding pada saat 
parkir. Dari 14 orang responden konsumen pengguna jasa parkir yang 
diberikan karcis parkir oleh juru parkir pada saat parkir nantinya akan 
diminta kembali ketika konsumen pengguna jasa parkir ingin meninggalkan 
tempat parkir tersebut. Hal ini dilakukan untuk sebagai bukti pemilik 
kendaraan konsumen yang dititipkan pada saat itu sebagaimana yang 
tercantum pada karcis parkir ialah karcis sebagai bukti pemilik kendaraan 
dalam arti bukti penitipan/ pemilik kendaraan yang parkir pada saat itu. 
Maka dilakukan pengajuan pertanyaan melalui kuisioner kepada 14 orang 
responden, namun dari hasil yang didapat hanya beberapa juru parkir saja 
yang meminta karcis parkir kepada konsumen pengguna jasa parkir ketika 
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ingin meninggalkan area parkir PD. Parkir Makassar Raya. Untuk jelasnya 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 7.  Pendapat responden terkait karcis parkir yang diminta kembali 
oleh juru parkir ketika responden ingin meninggalkan area parkir 
No. 






1. Selalu diminta kembali karcis parkir oleh 
juru parkir (pada setiap kali ingin 
meninggalkan area parkir selalu diminta 
karcis parkirnya oleh juru parkir) 
2 14,2 
2. Pernah/jarang diminta kembali karcis 
parkir oleh juru parkir (skala dari 10 kali 
terakhir saat ingin meninggalkan area 
parkir hanya 5 kali yang pernah diminta 
karcis parkirnya oleh juru parkir) 
3 21,4 
3. Tidak pernah diminta karcis parkir oleh 
juru pakir (pada setiap ingin 
meninggalkan area parkir tidak pernah 
diminta kembali karcisnya oleh juru 
parkir) 
9 64,2 
 Jumlah 14 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
Dari data tersebut dilihat 2 orang responden atau persentase 14,2 
persen yang diminta karcisnya kembali oleh juru parkir, pernah/jarang 
sebanyak 3 orang responden atau persentase 21,4 persen dan yang tidak 
diminta karcisnya kembali sebanyak 9 orang responden atau persentase 
64,2 persen. Dapat disimpulkan lebih banyak juru parkir yang tidak meminta 
kembali karcis parkir kepada konsumen pengguna jasa parkir yang telah 
diberikan tadi kepada konsumen. Perlu diketahui karcis parkir yang 
diberikan kepada konsumen hanya berlaku untuk sekali parkir saja, sebab 
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yang diberikan kepada konsumen adalah sobekan karcis dari arsip karcis 
parkir yang dipegang oleh juru parkir tesebut serta terdapat nomor seri yang 
sama antara sobekan karcis dengan arsip karcis yang dipegang oleh juru 
parkir. 
Dari tabel 7 sebelumnya dilihat responden yang sering diminta 
karcisnya kembali oleh juru parkir sebanyak 2 orang responden dan yang 
pernah/jarang sebanyak 3 orang responden. Pada saat juru parkir meminta 
kembali karcis parkir kepada konsumen, bagi konsumen yang tidak bisa 
menunjukkan karcis parkir (kehilangan karcis parkir) maka juru parkir akan 
meminta bukti lain kepada konsumen untuk membuktikan bahwa benar 
pemilik kendaraan itu adalah konsumen tersebut. Untuk mengetahui apa 
yang diminta juru parkir kepada konsumen yang mengalami kehilangan 
karcis parkir, maka penulis mengajukan pertanyaan kembali berupa 
kuisioner kepada 5 orang responden sesuai pada tabel 7 sebelumnya. Dari 
hasil kuisioner yang dibagikan kepada 5 orang responden pada area parkir 
PD. Parkir Makassar Raya ternyata ada yang diminta STNK maupun KTP 









Tabel 8. Pendapat responden terkait diminta alat bukti lain guna 
membuktikan bahwa benar konsumen tersebut adalah pemilik 
kendaran yang parkir pada saat itu (saat kehilangan karcis 
parkir). 
 
No. Alat bukti lain Jumlah Responden 
Persentase  
(%) 
1. STNK 4 80 
2. KTP dan STNK 1 20 
 Jumlah 5 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
 
Dari data tersebut dilihat bahwa sebanyak 4 orang responden atau 
persentase 80 persen yang dimintakan STNK sebagai alat bukti lain dan 
hanya 1 orang responden atau persentase 20 persen juru parkir yang 
meminta STNK dan KTP sebagai alat bukti lain. 
Karcis merupakan sebagai alat bukti pemilik kendaraan yang parkir 
pada lahan parkir tersebut, selain itu karcis juga merupakan alat bukti bayar, 
maka dari itu juru parkir diwajibkan memberikan karcis parkir kepada 
konsumen pengguna jasa parkir sebagaimana kewajiban juru parkir wajib 
memberikan karcis parkir kepada konsumen pengguna jasa parkir yang 
diatur dalam Perda No. 17 Tahun 2006. 
Direktur Utama PD. Parkir Makassar Raya, Bapak Iryanto Ahmad 
bahwa di PD. Parkir selalu mencetak karcis untuk diberikan kepada juru 
parkir yang nantinya berikan kepada konsumen pengguna jasa parkir 
sebagai bukti kepemilikan kendaraan yang memarkirkan kendaraannya 
pada lahan parkir yang telah disediakan. Selain itu karcis juga merupakan 
alat bukti bayar jasa parkir. Selanjutnya Bapak Iryanto Ahmad menyatakan 
bahwa PD. Parkir akan bertanggung jawab selama konsumen itu 
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melaksanakan kewajibannya dengan benar, bila konsumen jasa parkir 
mengalami kerugian tentunya harus dibuktikan dengan berita acara 
pemeriksaan oleh kepolisian. Adapun pada karcis masih terdapat klausula 
menyatakan bahwa segala kehilangan kerusakan barang dan kendaraan 
bukan menjadi tanggung jawab kami. Itu merupakan aturan dari direksi 
yang lalu, tentu mempunyai tujuan kepada konsumen agar para konsumen 
memarkir kendaraannya pada tempat yang benar dan memperhatikan juga 
kewajiban dan hak masing-masing.3 
Kemudian Direktur Operasional PD. Parkir Makassar Raya, Bapak 
Syafrullah mengatakan, bentuk tanggung jawab PD. Parkir kepada 
konsumen hanya dalam bentuk kendaraan saja. Segala 
kerusakan/kehilangan barang maupun bagian dari kendaraan itu bukan 
menjadi tanggung jawab kami. Yang bertanggung jawab atas kerusakan 
atau kehilangan barang tersebut ialah juru parkir. Jika terjadi kehilangan 
kendaraan konsumen baik itu roda empat maupun roda dua kami PD. Parkir 
siap mengganti, jika konsumen terbukti telah memarkir kendaraannya di 
tempat parkir. Bukti yang diperlukan antara lain kunci asli, STNK asli, BPKB 
asli dan karcis parkir, jika salah satu persyaratannya tidak dipenuhi maka 
PD. Parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan konsumen 
tersebut. Yang menjadi problema konsumen jarang meminta karcis kepada 
juru parkir ketika akan memarkir kendaraannya.4 
                                                          
3 Iryanto Ahmad, Wawancara, Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya, Makassar, 
11 Juli 2016. 




Juru parkir yang bertugas dalam menjaga kendaraan konsumen 
diparkirkan harus juru parkir yang dewasa bukan anak dibawah umur. Juru 
parkir dewasa tersebut namanya harus tercatat dan terdaftar pada PD. 
Parkir, namun kenyataan di lapangan beberapa masih ditemukan anak-
anak dibawah umur yang menjaga tempat parkir. Tentu hal ini tidak 
dibenarkan oleh PD. Parkir. Bapak Iryanto Ahmad mengatakan bahwa 
syarat pertama untuk menjadi juru parkir harus dewasa tidak boleh anak 
dibawah umur karena anak dibawah umur belum bisa memberikan 
pelayanan jasa kepada pengguna jasa parkir, adapun sanksi yang diberikan 
berupa teguran dan dicabut IDcardnya beserta surat tugas dari pada juru 
parkir yang memperkerjakan anak dibawah umur tersebut.5 
 Selanjutnya Direktur Operasional PD. Parkir Makassar Raya, Bapak 
Syafrullah mengatakan bahwa jika dalam satu tempat wilayah parkir 
ditemukan juru parkir lainnya tidak mengenakan rompi ataupun IDcard pada 
tempat yang sama, itu adalah juru parkir pembantu yang namanya tidak 
terdaftar di PD. Parkir Makassar Raya.6 
Kemudian berdasarkan Direktur Utama Bapak PD. Parkir Makassar 
Raya, Bapak Iryanto Ahmad mengatakan hubungan antara pelaku usaha 
dengan konsumen pengguna jasa parkir termasuk sebagai perjanjian 
penitipan barang bukan sewa lahan. Hal tersebut dikarenakan yang dijual 
kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir merupakan suatu 
                                                          
5 Iryanto Ahmad, Wawancara, Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya, Makassar, 
11 Juli 2016. 




pelayanan dalam mengatur dan menjaga kendaraan agar aman dan tidak 
mengganggu lalu lintas yang ada sekitarnya.7  
2. Tanggung Jawab Jasa Parkir Swasta  
Peranan perusahaan perparkiran swasta sangat berpengaruh 
terhadap keamanan kendaraan konsumen yang dititipkan di lahan parkir 
milik swasta. Berbagai standar keamanan yang diberlakukan misalnya 
pemeriksaan STNK pada kendaraan. 
Selain itu, upaya pelaku usaha dalam menjaga kendaraan 
konsumen yang dititipkan padanya adalah dengan adanya pintu masuk dan 
pintu keluar yang bekerja secara otomatis. Karcis yang diambil pada saat 
masuk, akan menjadi pembuka palang pintu keluar secara otomatis pada 
saat meninggalkan tempat parkir. 
Karcis parkir merupakan suatu alat bukti penitipan/ pemilik 
kendaraan yang parkir pada lahan parkir swasta, selain itu karcis juga 
merupakan alat bukti bayar sekaligus penghitung atau durasi lama parkir. 
Dengan adanya karcis parkir maka hanya konsumen yang memegang 
karcisnya sendiri yang bisa keluar dari lahan parkir yang dikelola swasta 
melalui palang pintu otomatis.   
Peranan pelaku usaha penyedia jasa perparkiran swasta dalam 
memberikan karcis masuk sangatlah penting guna keamanan yang 
diberikan, maka setiap konsumen pengguna jasa parkir yang masuk ke 
                                                          
7 Iryanto Ahmad, Wawancara, Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya, Makassar, 
11 Juli 2016. 
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area parkir tentu harus mendapatkan karcis parkir sebagai bukti penitipan/ 
pemilik kendaraan dan alat bukti bayar konsumen, berikut dapat dilihat pada 
tabel mengenai pendapat konsumen yang masuk ke area perparkiran 
swasta: 
Tabel 9.  Pendapat responden terkait pemberian karcis parkir ketika masuk 
ke dalam area parkir swasta 





1. Selalu diberikan karcis parkir (pada 
setiap kali parkir selalu diberikan 
karcis parkir) 
30 100 
2. Pernah/jarang diberikan karcis parkir 
(skala dari 10 kali terakhir parkir tidak 
ada yang pernah tidak dibeirkan 
karcis parkir) 
- - 
3. Tidak pernah diberikan karcis parkir 
(pada setiap parkir tidak pernah 
diberikan karcis parkir) 
- - 
 Jumlah 30 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
Dari data tersebut dapat dilihat responden pengguna jasa parkir yang 
selalu/sering diberikan karcis parkir sebanyak 30 orang responden atau 
persentase 100 persen. Sedang responden yang jarang dan tidak pernah 
diberikan karcis parkir tidak ada atau persentase 0 persen. Hal ini 
membuktikan bahwa perparkiran yang dikelola pihak swasta dalam hal 
pemberian karcis parkir kepada konsumen pengguna jasa parkir amatlah 




Karcis parkir yang diberikan tadi kepada konsumen pengguna jasa 
parkir nantinya akan diminta kembali oleh petugas parkir ketika konsumen 
ingin meninggalkan area parkir tersebut, maka itu penulis mengajukan 
pertanyaan dalam bentuk kuisioner yang dibagikan kepada 30 orang 
responden terkait apakah karcis yang diberikan tadi akan diminta kembali 
pada saat konsumen ingin meniggalkan area parkir, dari hasil yang didapat 
ternyata masih terdapat petugas parkir pada perparkiran swasta yang tidak 
meminta kembali karcis parkir konsumen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini: 
Tabel 10.  Pendapat responden terkait karcis parkir yang diminta kembali 










1. Selalu diminta karcis parkirnya (pada 
setiap kali ingin meninggalkan area 
parkir selalu diminta kembali karcis 
parkirnya oleh petugas parkir) 
26 86,7 
2. Pernah/jarang diminta karcis parkirnya 
(skala dari 10 kali parkir terakhir hanya 
5 kali yang pernah diminta karcisnya 
ketika ingin meninggalkan area parkir) 
2 6,7 
3. Tidak pernah diminta karcis parkirnya 
(pada setiap ingin meninggalkan area 
parkir tidak pernah diminta kembali 
karcis parkirnya oleh petugas parkir) 
2 6,7 
 Jumlah 30 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
Dari data tersebut dapat dilihat jumlah responden yang diminta karcis 
masuknya tadi pada loket keluar yang sering sebanyak 26 orang responden 
atau persentase 86,7 persen pernah/jarang 2 orang responden atau 
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persentase 6,7 persen dan tidak pernah 2 orang responden atau 
persentase 6,7 persen. Dapat disimpulkan lebih banyak yang sering dari 
pada pernah/jarang dan tidak pernah. Karcis yang diberikan kepada 
konsumen saat ingin parkir dan karcis tersebut diminta ketika ingin 
meninggalkan tempat parkir merupakan upaya pelaku usaha perparkiran 
dalam menjaga kendaraan konsumen agar yang kendaraan konsumen 
pengguna jasa parkir yang keluar merupakan benar konsumen tersebut 
sebagai pemilik kendaraan.  
 Pelaku usaha perparkiran swasta dalam hal pemberian tarif parkir 
kepada konsumen pengguna jasa parkir wajib mematuhi aturan tarif parkir 
sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Wali Kota Makassar 
seperti dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu penulis mengajukan 
pertanyaan dalam bentuk kuisioner kepada 30 orang responden. 
Berdasarkan hasil kuisioner yang telah dibagikan, penulis masih 
menemukan adanya konsumen pengguna jasa parkir dikenakan biaya tarif 
parkir yang tidak sesuai dengan tarif parkir resmi yang berlaku. Untuk lebih 








Tabel 11.  Pendapat responden tekait pengenaan biaya tarif parkir yang 
tidak sesuai dengan tarif parkir resmi 
No. 
Pengenaan tarif parkir yang tidak sesuai 





1. Selalu dikenakan tarif parkir yang tidak 
sesuai tarif parkir resmi (pada setiap kali 
parkir selalu dikenakan tarif parkir yang 
tidak sesuai dengan tarif resmi) 
5 16,7 
2. Pernah/jarang dikenakan tarif parkir yang 
tidak sesuai tarif parkir resmi (skala dari 
10 kali parkir terakhir hanya 5 kali yang 
pernah dikenakan tarif parkir yang tidak 
sesuai dengan tarif resmi) 
11 36,7 
3. Tidak pernah dikenakan tarif parkir yang 
tidak sesuai tarif parkir resmi (setiap parkir 
tidak pernah dikenakan tarif parkir yang 
tidak sesuai dengan tarif resmi) 
14 46,7 
 Jumlah 30 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
Dari data tersebut dilihat masih ada konsumen pengguna jasa 
parkir yang dikenakan pembulatan tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif 
resmi yang berlaku. Responden pengguna jasa parkir yang pernah/jarang 
dikenakan pembulatan tarif parkir yang tidak sesuai 11 orang responden 
atau persentase 36,7 persen, sering 5 orang responden atau persentase 
16,7 persen dan tidak pernah 14 orang responden atau persentase 46,7 
persen. Dapat disimpulkan masih ada pihak pelaku usaha bisnis jasa 
perparkiran yang tidak menaati Keputusan Wali Kota tersebut.  
Selain dengan menggunakan karcis sebagai alat bukti penitipan/ 
pemilik kendaraan yang parkir pada saat itu, pelaku usaha juga 
memberlakukan adanya pemeriksaan STNK pada loket keluar area parkir, 
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hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan pada 
area parkir tersebut. Untuk mengetahui adanya pemeriksaan STNK pada 
loket keluar area parkir, maka penulis mengajukan pertanyaan berupa 
kuisioner kepada 30 orang responden pada area perparkiran swasta, 
namun pemberlakun pemeriksaan STNK pada loket keluar belum 
terlaksana 100% (seratus persen). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini: 
Tabel 12.  Pendapat responden terkait diminta STNKnya pada saat ingin 

















1. Selalu dimintai STNK (pada 
setiap kali ingin 
meninggalkan area parkir 
selalu diminta STNK) 
18 60 2 6,7 
2. Pernah/jarang dimintai 
STNK (skala dari 10 kali 
terakhir saat ingin 
meninggalkan area parkir 
hanya 5 kali yang pernah 
diminta STNK) 
10 33,3 4 13,3 
3. Tidak pernah dimintai 
STNK (pada setiap ingin 
meninggalkan area parkir 
tidak pernah dimintai 
STNK) 
2 6,7 24 80 
 Jumlah 30 100% 30 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
 Dari data tersebut dilihat adanya pemeriksaan STNK konsumen 
pengguna jasa parkir ketika ingin meninggalkan area parkir. Pada 
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kendaraan roda dua dilihat konsumen yang selalu diminta STNK sebanyak 
18 orang responden atau persentase 60 persen, pernah/jarang 10 orang 
responden atau persentase 33,3 persen dan tidak pernah hanya 2 orang 
responden atau persentase 6,7 persen. Pada kendaraan roda empat, 
pemeriksaan STNK dominan tidak pernah dilakukan, jumlah konsumen 
yang tidak pernah diperiksa STNKnya sebanyak 24 orang responden atau 
persentase 80, pernah/jarang 4 orang responden atau persentase 13,3 
persen dan selalu hanya 2 orang responden atau persentase 6,7 persen. 
Dapat dilihat pemeriksaan STNK hanya lebih dominan dilakukan pada 
kendaraan roda dua dibanding roda empat. 
Human Resources Manager pada PT. ISS, Bapak Yuspan 
mengatakan bahwa standar keamanan terhadap pengguna jasa parkir 
guna keselamatan dan keamanan kendaraan konsumen diberlakukan 
palang pintu masuk dan keluar serta area tertutup yang dilengkapi kamera 
CCTV dan dikelola dengan sistem. Bentuk tanggung jawab PT. ISS 
terhadap konsumen jika mengalami suatu kerugian yang disebabkan dari 
kelalaiannya, maka PT. ISS selaku pelaku usaha penyedia jasa parkir tetap 
bertanggung jawab akan hal tersebut sesuai aturan yang berlaku. Sanksi 
juru parkir atau petugas parkir yang melakukan kesalahan dikarenakan 
keteledorannya atau karena kesengajaannya sampai menimbulkan 
kerugian bagi perusahaan akan diberikan sanksi sesuai bobot 
kesalahannya, mulai kesalahan ringan, surat peringatan 1 (satu), agak 
berat surat peringatan 2 (dua), berat sekali surat peringatan 3 (tiga), bahkan 
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sampai PHK. Adapun kewajiban juru parkir dalam melaksanakan tugasnya 
sebagai juru parkir adalah memastikan bahwa kendaraan tertata dengan 
rapi dan tidak ada yang keluar tanpa diketahui melalui sistem yang 
berjalan.8  
Selanjutnya bentuk keamanan yang dilakukan oleh perusahaan 
parkir PT. ISS adalah khusus kendaraan roda 2 ditetapkan pemeriksaan 
STNK kepada konsumen pengguna jasa parkir yang ingin meninggalkan 
lokasi area parkir. Kendaraan roda dua dilarang masuk ke tempat parkir 
tanpa menggunakan STNK sedang kendaraan roda empat tetap diizinkan. 
Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir kehilangan 
kendaraan konsumen berhubung kendaraan roda dua lebih rawan kecurian 
dibanding kendaraan roda empat. Konsumen pengguna jasa parkir khusus 
kendaraan roda dua harus bisa menunjukkan STNK bila diminta, 
pemeriksaan STNK hanya diberlakukan pada pusat perbelanjaan saja 
sedang pada rumah sakit tidak diberlakukan mengingat situasinya yang 
tidak memungkinkan.9 
Cark Park Manager pada PT. Centre Park Corpora, Bapak Salman 
mengatakan bahwa standar keamanan yang diberlakukan terhadap 
pengguna jasa parkir guna keselamatan dan keamanan kendaraan 
konsumen yakni memberikan informasi atau arahan kepada anggota yang 
bertugas di lapangan, dalam hal ini juru parkir agar tetap fokus berjaga, 
                                                          
8 Yuspan, Wawancara, PT. ISS, Makassar, 12 Juli 2016. 
9 Yuspan, Wawancara, PT. ISS, Makassar, 12 Juli 2016. 
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tetap siaga dalam menjaga kendaraan konsumen. Jika terjadi kehilangan 
atau kerusakan barang maupun kendaraan maka kami akan bertanggung 
jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen dengan kerja sama 
asuransi, kecuali kehilangan barang yang ada dalam kendaraan konsumen 
itu bukan menjadi tanggung jawab kami. Namun dalam proses ganti rugi, 
kami mempunyai aturan sendiri. Konsumen dalam menuntut ganti rugi 
harus mempunyai karcis parkir, kunci kendaraan asli, STNK asli dan BPKB. 
Apabila salah satunya tidak ada maka pihak kami tidak bertanggung jawab 
atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut. Adapun sanksi yang 
diberikan kepada juru parkir apabila melakukan kesalahan tergantung dari 
pelanggaran dilakukan, apabila juru parkir tidak melakukan pemeriksaan 
STNK atau tidak melayani konsumen dengan benar maka akan diberikan 
denda atau gajinya akan ditahan. Kemudian standar keamanan tambahan 
yang dilakukan dengan adanya pemeriksaan STNK khusus kendaraan roda 
dua dengan alasan kendaraan roda dua lebih rawan dicuri dari pada 
kendaraan roda empat.10 
Manager Area pada PT. Tritunggal, Bapak Muhammad Alamsyah, 
mengatakan bahwa standar keamanan yang dilakukan terhadap pengguna 
jasa parkir, guna keselamatan dan keamanan kendaraan konsumen 
diparkirkan dalam area tertutup dengan menggunakan palang portal yang 
dioperasionalkan langsung dengan komputer. Jadi semua kendaraan 
hanya boleh keluar dari wilayah area parkir melalui palang pintu keluar yang 
                                                          
10 Salman, Wawancara, PT. Centre Park, Makassar, 25 Juni 2016. 
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dioperasionalkan dengan komputer menggunakan karcis parkir. Apabila 
karcis parkir konsumen hilang, maka ada beberapa tahap-tahap yang 
dilakukan oleh petugas parkir sesuai aturan yang ditetapkan hingga 
kendaraan bisa keluar dari lahan parkir. Apabila pengguna jasa parkir 
mengalami kerugian, PT. Tritunggal tetap bertanggung jawab terhadap 
kendaraan. Namun bagi yang memarkirkan kendaraan roda dua kehilangan 
helm maka PT. Tritunggal tidak bertanggung jawab sebab sudah ada 
tempat penitipan helm yang telah disediakan. Batasan tanggung jawab PT. 
Tritunggal hanya mengantar konsumen yang kehilangan helm tersebut 
pulang ke rumah dengan memberikan helm pinjaman dan membantu 
konsumen untuk mencari helmnya yang hilang tersebut. Adapun sanksi juru 
parkir yang melakukan kesalahan dengan melanggar aturan atau ketentuan 
akan diberikan surat peringatan 1 (satu), surat peringatan 2 (dua) dan surat 
peringatan 3 (tiga) atau akan dikeluarkan dari perusahaan. Kemudian 
standar keamanan tambahan yang dilakukan yakni kendaraan roda dua 
dilarang masuk ke tempat parkir tanpa menunjukkan STNK. Hal ini 
dilakukan mengingat kendaraan roda dua sangat riskan denga pencurian, 
terlebih lagi bilamana tiket atau karcis parkir konsumen disimpan di bawah 
sadel motor.11 
Sebagai pelaku usaha penyedia jasa parkir perparkiran swasta, 
apabila konsumen mengalami kehilangan karcis parkir, maka pihak pelaku 
usaha dalam hal ini petugas parkir yang bertugas akan meminta STNK 
                                                          
11 Muhammad Alamsyah, Wawancara, PT. Tritunggal, Makassar, 27 Juni 2016. 
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guna membuktikan bahwa benar pemilik kendaraan itu adalah konsumen 
tersebut. Dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada 30 orang responden, 
ternyata masih ada beberapa konsumen yang pernah mengalami 
kehilangan karcis parkir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini: 
Tabel 13. Pendapat responden terkait kehilangan karcis parkir 





1. Selalu kehilangan karcis parkir (pada 
setiap kali memarkirkan kendaraannya 
selalu kehilangan karcis parkir) 
1 3,3 
2. Pernah/jarang kehilangan karcis parkir 
(skala dari 10 kali terakhir saat 
memarkirkan kendaraannya hanya 5 
kali yang pernah kehilangan karcis 
parkir) 
3 10 
3. Tidak pernah kehilangan karcis parkir 
(pada setiap memarkirkan 
kendaraannya tidak pernah kehilangan 
karcis parkir) 
26 86,7 
 Jumlah 30 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
 Dari data tersebut dilihat bahwa konsumen yang sering kehilangan 
karcis parkir 1 orang responden atau persentase 3,3 persen, pernah/jarang 
3 orang responden atau persentase 10 persen dan tidak pernah 26 orang 
responden atau persentase 86,7 persen. Dari hal tersebut peranan 
konsumen sangat dibutuhkan untuk berkewajiban bertanggung jawab 
dalam memenuhi aturan atau ketentuan umum parkir yang telah ditetapkan 
pelaku usaha penyedia jasa parkir swasta guna keamanan, keselamatan 
dan kenyamanan dari konsumen itu sendiri. Untuk itu, penulis akan 
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menjelaskan bagaimanakah tanggung jawab konsumen selaku pengguna 
jasa parkir. 
3. Tanggung Jawab Konsumen Pengguna Jasa Parkir  
Peranan konsumen pengguna jasa parkir sangat penting dalam 
memarkir kendaraannya pada lahan parkir yang disediakan pelaku usaha 
penyedia jasa parkir. Aturan atau ketentuan umum yang diberlakukan oleh 
pelaku usaha penyedia jasa parkir wajib ditaati konsumen pengguna jasa 
parkir.  
Pengguna jasa parkir yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana mestinya maka konsumen pengguna jasa 
parkir tersebut dinyatakan lalai atau telah melakukan wanprestasi. Ketika 
mengalami suatu kerugian yang disebabkan semata-mata karena 
kelalaiannya, maka pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab atas 
konsumen yang mengalami kerugian. Namun jika konsumen lalai dan 
pelaku usaha juga lalai maka pada saat melakukan tuntutan ganti rugi 
hanya sebagian saja yang akan ditanggung pelaku usaha atas kerugian 
yang dialami konsumen pengguna jasa parkir. 
a. Konsumen Pengguna Jasa Parkir Pemerintah 
 Selaku konsumen pengguna jasa parkir maka konsumen harus taat 
terhadap aturan yang telah diberlakukan oleh perusahaan perparkiran 
pemerintah. Artinya konsumen pengguna jasa parkir bertanggung jawab 
memenuhi kewajibannya selaku konsumen pengguna jasa parkir. 
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 Meskipun tak dapat dipungkiri masih ada konsumen pengguna jasa 
parkir yang lalai dari kewajibannya hal ini disebabkan dari kurangnya 
pengetahuan konsumen mengenai aturan parkir yang diberlakukan sesuai 
Perda Nomor 17 tahun 2006.  
Dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada konsumen sebanyak 30 
orang responden pada area parkir PD. Parkir Makassar Raya mengenai 
pengetahuan konsumen ada atau tidaknya peraturan perparkiran di Kota 
Makassar, ternyata masih ada yang belum tahu ada aturan tersebut. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 14.  Pengetahuan konsumen terkait ada atau tidaknya peraturan 
parkir 
No. 
Pengetahuan responden tentang ada 





1. Mengetahui ada aturan parkir 24 80 
2. Mengetahui tidak adanya aturan parkir 6 20 
 Jumlah 30 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
 Dari data tersebut dapat dilihat jumlah konsumen yang mengetahui 
adanya peraturan parkir yang berlaku sebanyak 24 orang responden atau 
persentase 80 persen, yang mengatakan tidak ada peraturan parkir 6 orang 
responden atau persentase 20 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa lebih banyak yang mengetahui ada aturan yang berlaku dibanding 
dengan tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Untuk mengetahui 
konsumen tersebut mengetahui bagaimanakah aturan tersebut, maka 
penulis mengajukan kembali pertanyaan berupa kuisioner kepada 
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responden sebanyak 30 orang responden, namun baik yang mengetahui 
maupun yang tidak mengetahui adanya peraturan parkir tidak dapat 
menyebutkan bagaimana peraturan tersebut hal ini dikarenakan 
kurangnnya sosialisai peraturan tersebut yakni Perda No. 17 Tahun 2006. 
Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 15. Pendapat responden terkait sosialisasi Peraturan Daerah 





1. Pernah mengikuti sosialisasi Perda 2 6,7 
2. Tidak pernah mengikuti sosialisasi Perda 28 93,3 
 Jumlah 30 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
 Dari data tersebut terlihat konsumen yang pernah mengikuti 
sosialisasi peraturan daerah hanya 2 orang responden saja atau 
persentase 6,7 persen yang tidak pernah mengikuti sosialisasi peraturan 
daerah tersebut sebanyak 28 orang responden atau persentase 93,3 
persen. Kurangnya sosialisasi membuat konsumen pengguna jasa parkir 
kurang mengetahui peraturan daerah tersebut. 
Ketika konsumen memarkirkan kendaraannya pada lahan parkir 
pemerintah, juru parkir berkewajiban memberikan karcis parkir kepada 
konsumen pengguna jasa parkir sebagaimana kewajiban juru parkir diatur 
dalam Perda. Namun dari hasil observasi yang dilakukan, juru parkir jarang 
memberikan karcis parkir kepada konsumen pengguna jasa parkir, tapi 
pihak PD. Parkir selalu menghimbau agar konsumen meminta karcis bila 
juru parkir tidak memberikan karcis parkir kepada konsumen pengguna jasa 
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parkir. Untuk mengetahui apakah konsumen berperan aktif dalam meminta 
karcis parkir, maka diajukan pertanyaan berupa kuisioner yang dibagikan 
kepada 30 orang responden, namun dari hasil yang didapatkan masih ada 
konsumen pengguna jasa parkir PD. Parkir Makassar Raya yang jarang 
meminta karcis parkir kepada juru parkir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini: 
Tabel 16.  Pendapat responden terkait responden meminta karcis parkir 
saat memarkir kendaraannya apabila tidak diberikan karcis 
parkir oleh juru parkir 
 





1. Selalu meminta karcis parkir (pada 
setiap kali parkir selalu meminta 
karcis parkir kedapa juru parkir) 
5 16,7 
2. Pernah/jarang meminta karcis parkir 
(skala dari 10 kali terakhir parkir 
hanya 5 kali yang pernah meminta 
karcis parkir) 
12 40 
3. Tidak pernah meminta karcis parkir 
(pada setiap parkir tidak pernah 
meminta karcis parkir) 
13 43,3 
 Jumlah 30 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
 Dari data tersebut dapat dilihat konsumen yang pernah/jarang 
meminta karcis parkir sebanyak 12 orang responden atau persentase 40 
persen. Tidak pernah meminta karcis sebanyak 13 orang responden atau 
persentase 43,3 persen dan yang sering meminta karcis parkir kepada juru 
parkir hanya 5 orang responden atau persentase 16,7 persen.  
Kurangnya budaya meminta karcis merupakan suatu hal yang tidak 
bisa dibiarkan. Hal ini akan mempersulit konsumen pengguna jasa parkir 
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apabila mengalami kehilangan kendaraan, sebab karcis sebagai tanda atau 
alat bukti pembayaran sekaligus alat bukti apabila terjadi sesuatu hal yang 
tidak diinginkan terjadi di lapangan. Dari tabel 16 sebelumnya dilihat yang 
sering meminta karcis parkir sebanyak 5 orang responden dan pernah/ 
jarang meminta karcis parkir sebanyak 12 orang responden. Untuk 
mengetahui perilaku konsumen ketika kapan meminta karcis parkir kepada 
juru parkir, maka penulis mengajukan pertanyaan berupa kuisioner yang 
dibagikan kepada responden sebanyak 17 orang responden seusai dengan 
tabel 16 sebelumnya. Namun dari hasil yang didapat dilihat masih ada 
responden PD. Parkir Makassar Raya yang nanti meminta karcis parkir 
ketika ingin meninggalkan area parkir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini: 
Tabel 17.  Perilaku responden terkait ketika meminta karcis parkir kepada 
juru parkir 





1. Pada saat parkir 10 58,8 
2. Pada saat meninggalkan tempat 
parkir 
7 41,2 
 Jumlah 17 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
Dari data tersebut dapat dilihat konsumen yang meminta karcis 
parkir ketika ingin meninggalkan area parkir terdapat 7 orang responden 
atau persentase 41,2 persen. Konsumen yang meminta karcis parkir pada 




Ketika konsumen memarkirkan kendaraannnya dan telah 
mendapatkan karcis parkir maka konsumen tidak seharusnya menyimpan 
karcis parkirnya dalam kendaraan sebab hal ini bisa menimbulkan suatu hal 
yang tidak diinginkan karena karcis merupakan bukti penitipan/ pemilik 
kendaraan yang parkir pada saat itu. Untuk mengetahui perilkau konsumen 
dalam menyimpan karcis parkirnya, maka penulis mengajukan pertanyaan 
berupa kuisioner yang dibagikan keresponden sebanyak 30 orang 
responden pada PD. Parkir Makassar Raya, namun dari hasil yang 
didapatkan masih terdapat konsumen yang masih menyimpan karcis 
parkirnya dalam kendaraannya tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel di bawah  ini: 
















12 40 17 56,7 
2. Dibawa ikut 
bersama 
anda 
18 60 13 43,3 
 Jumlah 30 100% 30 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa konsumen pengguna jasa 
parkir yang menyimpan karcis parkir dalam kendaraan lebih dominan yang 
menggunakan kendaraan roda empat dari pada kendaraan roda dua, 
sedang konsumen pengguna jasa parkir yang membawa karcis parkirnya 
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dibawa ikut bersama pengguna jasa parkir lebih banyak yang membawa 
karcis parkirnya pada kendaraan roda dua dibanding kendaraan roda empat 
Demikian pula pengguna kendaraan roda dua yang mengenakan 
helm. Helm tersebut tentu sangat rentang dicuri apabila tidak disimpan 
dengan baik. Untuk mengetahui perilaku konsumen dalam menyimpan 
helmnya maka penulis mengajukan pertanyaan berupa kuisioner yang 
dibagikan kepada responden sebanyak 30 orang responden. Namun masih 
ada responden pada PD. Parkir Makassar Raya yang mengabaikan akan 
keamanan helmnya tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini: 
Tabel 19. Responden terkait dalam menyimpan helmnya pada saat parkir 





1. Di atas spion 2 6,7 
2. Dikunci di bawah sadel 25 83,3 
3. Taruh di atas motor 3 10 
 Jumlah 30 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
 Dari data tersebut dilihat bahwa konsumen yang menyimpan 
helmnya di atas spion 2 orang responden atau persentase 6,7 persen, yang 
menyimpan di atas motor 3 orang responden atau persentase 10 persen 
dan yang menyimpan helmnya dikunci di bawah sadel sebanyak 25 orang 
responden atau persentase 83,3 persen. Hal ini menunjukkan sikap 
konsumen yang tidak benar dan tidak menjaga helmnya sebagaimana 
kewajiban konsumen pengguna jasa parkir diatur dalam Perda.  
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Selain itu kebiasaan konsumen pengguna jasa parkir pada saat 
memarkirkan kendaraannya dengan menyimpan barang berharga pada 
kendaraan. Untuk mengetahui perilkau konsumen dalam menyimpan 
barang berharganya, maka penulis mengajukan pertanyaan berupa 
kuisioner kepada responden sebanyak 30 orang responden, namun dari 
hasil yang didapatkan masih ada beberapa responden pada PD. Parkir 
Makassar Raya yang menyimpan barang berharganya pada kendaraannya. 
Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 20. Perilaku responden terkait dalam menyimpan barang 
















- - 9 30 
2. Dibawa ikut 
bersama 
anda 
30 100 21 70 
 Jumlah 30 100% 30 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
 Dari data tersebut dapat dilihat konsumen yang menyimpan barang 
berharganya dalam kendaraan roda empat lebih dominan dari pada 
konsumen yang menggunakan kendaraan roda dua. 
b. Konsumen Pengguna Jasa Parkir Swasta 
Sebagai konsumen pengguna jasa parkir milik swasta tentunya 
harus taat pada ketentuan/ aturan yang dibuat oleh pelaku usaha. Aturan 
parkir mengikat bagi para pihak. Apabila konsumen memasuki wilayah 
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parkir artinya konsumen terikat atas ketentuan parkir yang diberlakukan 
pelaku usaha penyedia jasa parkir tersebut. Peranan konsumen pengguna 
jasa parkir diwajibkan dan melakukan apa yang telah dijanjikan dalam 
ketentuan umum parkir 
Adapun aturan yang ditetapkan pelaku usaha kepada konsumen 
telah dijelaskan sebelumnya pada Bab ini “tentang kekuatan mengikat 
ketentuan atau aturan parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir”.  
Ketentuan atau aturan parkir terhadap konsumen yakni, dalam menyimpan 
karcis parkir konsumen agar tidak meninggalkan dalam kendaraan. 
Begitupun dengan barang berharga konsumen pengguna jasa parkir. 
Dengan demikian peranan konsumen dalam menyimpan karcis parkir dan 
barang berharga konsumen pengguna jasa parkir sangat penting. Selaku 
konsumen pengguna jasa parkir tentunya harus mematuhi aturan 
perparkiran yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha perparkiran, untuk 
mengetahui konsumen mematuhi aturan parkir, maka penulis mengajukan 
pertanyaan berupa kuisioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 
30 orang responden. Dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada responden 
pada perparkiran swasta masih terpadat konsumen yang masih tidak 






Tabel 21.  Pendapat responden terkait aturan/ketentuan umum parkir yang 
diberlakukan oleh pelaku usaha jasa parkir milik swasta 





1. Selalu menaati aturan/ketentuan umum 
parkir (pada setiap kali parkir selalu 
menaati aturan parkir) 
14 46,7 
2. Pernah/ jarang menaati aturan/ 
ketentuan umum parkir (skala dari 10 
kali terakhir parkir hanya 5 kali yang 
pernah menaati aturan parkir) 
12 40 
3. Tidak pernah menaati aturan/ketentuan 
umum parkir (pada setiap parkir tidak 
pernah menaati aturan parkir) 
4 13,3 
 Jumlah 30 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
Dari data tersebut dilihat bahwa konsumen yang pernah/jarang 
mematuhi aturan atau ketentuan umum parkir adalah 12 orang responden 
atau persentase 40 persen, yang mematuhi aturan/ ketentuan umum 
sebanyak 14 orang responden atau persentase 46,7 persen dan yang tidak 
pernah mematuhi aturan parkir  4 orang responden atau persentase 13,3 
persen.  
Konsumen yang tidak mematuhi aturan atau ketentuan umum parkir 
dinyatakan lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk 
pemenuhan kewajibannya. Hal ini akan mempersulit konsumen pengguna 
jasa parkir itu sendiri pada saat mengalami suatu kerugian yang disebabkan 
oleh kelalaiannya sendiri. 
Konsumen yang parkir menggunakan kendaraan roda dua pastinya 
memakai helm. Maka diperlukan pernanan konsumen dalam menyimpan 
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helmnya tersebut guna terhindar dari kecurian. Untuk mengetahui perilaku 
konsumen dalam menyimpan helmnya pada area parkir perparkiran 
swasta, maka penulis mengajukan pertanyaan berupa kuisioner kepada 
responden sebanyak 30 orang responden. Dari hasil kuisioner yang 
dibagikan, penulis masih menemukan ada beberapa konsumen yang masih 
mengabaikan hal tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini: 
Tabel 22. Perilaku responden dalam menyimpan helmnya pada saat parkir 





1. Di atas spion 11 36,7 
2. Di kunci di bawah sadel 17 56,7 
3. Di atas motor 1 3,3 
4. Dititipkan di tempat penitipan helm 1 3,3 
 Jumlah 30 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
Dari data tersebut, dilihat konsumen yang menyimpan helmnya di 
atas spion sebanyak 11 orang responden atau persentase 36,7 persen, 
yang menyimpan di atas motor 1 orang responden atau persentase 3,3 
persen, yang menyimpan di kunci di bawah sadel 17 orang responden atau 
persentase 56,7 persen, yang dititipkan di tempat penitipan helm 1 orang 
responden atau persentase 3,3 persen. Dalam hal ini peranan konsumen 
sangat penting untuk menyimpan helmnya dengan aman. Jika konsumen 
mengalami kehilangan helm, pelaku usaha tidak bertanggung jawab pada 
helm tersebut.  
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Selain itu, pelaku usaha juga telah membuat ketentuan atau aturan 
parkir dimana konsumen tidak diperkenankan menyimpan karcis parkir 
dalam kendaraannya, berdasarkan hasil kuisioner yang dibagikan kepada 
30 orang responden pada area parkir perparkiran swasta terkait perilaku 
konsumen dalam menyimpan karcis parkirnya, terdapat konsumen yang 
masih menyimpan karcis parkirnya dalam kendaraan pada saat parkir. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  
















3 10 20 66,7 
2. Dibawa ikut 
bersama 
anda 
27 90 10 33,3 
 Jumlah 30 100% 30 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
 Dari data tersebut konsumen pengguna jasa parkir yang 
menggunakan kendaraan roda dua yang menyimpan karcis parkir dalam 
kendaraan sebanyak 3 orang responden atau persentase 10 persen, yang 
membawa ikut bersama konsumen sebanyak 27 orang responden atau 
persentase 90 persen. Sedang konsumen yang menggunakan kendaraan 
roda empat yang menyimpan karcis parkir dalam kendaraan sebanyak 20 
responden orang atau persentase 66,7 persen, yang membawa ikut 
bersama konsumen sebanyak 10 orang responden atau persentase 33,3 
persen.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang konsumen yang 
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selalu menyimpan karcis kendaraannya adalah konsumen yang 
menggunakan kendaraan roda empat dibanding yang menggunakan 
kendaraan roda dua. 
Selain karcis parkir yang diharuskan agar tidak disimpan pada 
kendaraan, barang berharga pun juga tidak seharusnya disimpan dalam 
kendaraan. Untuk mengetahui perilaku konsumen dalam menyimpan 
barang berharganya pada saat parkir, maka penulis mengajukan 
pertanyaan berupa kuisioner yang dibagikan kepada 30 orang responden 
parkir pada perparkiran swasta, namun dari hasil yang didapatkan masih 
ada konsumen yang menyimpan barang berharganya pada saat 
memarkirkan kendaraannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini: 

















- - 7 23,3 
2. Dibawa ikut 
bersama 
anda 
30 100 23 76,7 
 Jumlah 30 100% 30 100% 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 
 Dari data tersebut dilihat konsumen yang menggunakan kendaraan 
tidak ada yang menyimpan barang berharga dalam kendaraannya, sedang 
yang menggunakan kendaraan roda empat terdapat konsumen pengguna 
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jasa parkir yang menyimpan barang berharga dalam kendaraan sebanyak 
7 orang responden atau persentase 23,3 persen. Demikian pula sebanyak 
30 orang responden atau persentase 100 persen yang menggunakan 
kendaraan roda dua membawa barang berharga bersamanya, sedangkan 
yang menggunakan kendaraan roda empat sebanyak 23 orang responden 
atau persentase 76,7 persen yang membawa barang berharga 
bersamanya. 
Kelalaian konsumen tidak menghapuskan beban tanggung jawab 
pelaku usaha parkir untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen, 
maka apabila konsumen mengalami kehilangan kendaraan pada lahan 
parkir swasta yang dikarenakan juga kelalaian konsumen yakni konsumen 
lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Konsumen masih berhak minta ganti 
rugi kepada pihak pelaku usaha perparkiran sebab pihak pelaku usaha 
perparkiran juga telah lalai dalam menjaga kendaraan konsumen yang 
diparkirkan pada lahan parkirnya tersebut. Hal ini dapat dilihat pada 
Putusan BPSK Nomor 13/BPSK/X/2011. Pada putusan tersebut, konsumen 
pengguna jasa parkir melawan pelaku usaha jasa parkir yang dimana 
putusan tersebut memenangkan pihak konsumen dan yang hanya 
dinyatakan lalai adalah pihak pelaku usaha parkir, sebagaimana majelis 
BPSK memutuskan: 
1. Mengabulkan gugatan seluruhnya; 
2. Menyatakan kehilangan kendaraan konsumen diakibatkan oleh 
kelalaian pelaku usaha; 
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3. Menghukum/mewajibkan Pelaku Usaha, menggantikan kendaraan 
konsumen yang hilang atau membayar ganti rugi kepada konsumen 
senilai dengan harga motor yang hilang tersebut; 
4. Menghukum/mewajibkan pelaku usaha untuk membayar biaya 
perkara ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).- 
Kedudukan pelaku usaha yang dinyatakan lalai dalam menjaga 
kendaraan konsumen memang benar dan setiap kendaraan roda dua yang 
ingin meninggalkan tempat parkir pasti selalu ada pemeriksaan STNK tapi 
pada saat itu, pelaku usaha tidak memeriksa STNK konsumen yang 
mengalami kehilangan kendaraan tersebut, tapi pelaku usaha hanya 
memeriksa karcis parkir saja pada waktu itu.  
Menurut penulis, kedudukan konsumen yang tidak dinyatakan lalai 
dalam putusan tersebut tidak benar, karena konsumen pada duduk 
perkaranya dijelaskan pada waktu konsumen tiba di area parkir yang 
dikelola pelaku usaha, konsumen diperlakukan sebagaimana layaknya 
pengunjung lainnya yakni dengan melalui pos pengambilan karcis dan 
ditanya oleh petugas parkir “bawa STNK atau tidak?” konsumen menjawab, 
iya saya bawa”. Setelah itu konsumen memarkir kendaraannya dan 
mengunci leher, kemudian memasang pembungkus motor FULL BODY 
sebagaimana biasanya yang dilakukan konsumen, lalu menyimpan karcis 
parkir di bawah sadel karena agak terburu-buru, selanjutnya konsumen 
masuk ke kantor tempat kerjanya. 
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Konsumen yang menyimpan karcis parkir dalam kendaraan tersebut 
tidak dibenarkan dan telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya mematuhi 
aturan atau ketentuan umum parkir yang telah dibuat pelaku usaha, sebab 
sudah ada aturan atau ketentuan umum parkir melarang konsumen agar 
tidak meninggalkan karcis parkir dalam kendaraan. Aturan tersebut dibuat 
dalam klausula baku, berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UUPK, klausula baku 
adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku 
usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang 
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Hal ini juga bertentangan 
dengan kewajiban konsumen pada Pasal 5 huruf a yakni membaca atau 
mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan 
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.  
Konsumen yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka 
konsumen lalai dalam hal tersebut dan pelaku usaha dibebaskan dalam 
tanggung jawabnya. Tapi, ini berlaku saja pada pelaku usaha yang 
memproduksi barang saja sebagaimana pada Pasal 27 huruf d UUPK yakni 
pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab 
atas kerugian yang diderita konsumen, apabila kelalaian yang diakibatkan 
oleh konsumen 
Kelalaian konsumen dalam jasa perparkiran tidak menghapuskan 
tanggung jawab pelaku usaha tersebut tapi pada saat majelis BPSK 
memutuskan tidak seharusnya yang dibebankan tanggung jawab penuh 
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adalah pelaku usaha penyedia jasa parkir, dalam hal ini konsumen juga 
harus juga dinyatakan lalai dalam pemenuhan kewajibannya sebagaimana 
kewajiban konsumen pada Pasal 5 UUPK. Menurut penulis, penggantian 
kerugian yang dialami konsumen yang dimana juga disebabkan karena 
kelalaiannya juga maka hanya 50% (lima puluh persen) saja yang 
ditanggung pihak pelaku usaha parkir dan 50% (lima puluh persen) nya lagi 
dibebankan kepada konsumen pengguna jasa parkir, dengan begini untuk 
kedepannya akan membuat konsumen pengguna jasa parkir akan lebih 
berhati-hati lagi agar karcis sebagai alat bukti bayar sekaligus alat bukti 
penitipan/ kepemilikan kendaraannya tidak menyimpannya lagi dalam 
kendaraannya namun dibawa ikut bersama konsumen sebagaimana aturan 
pelaku usaha jasa parkir yang melarang konsumen meninggalkan karcis 














KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Kekuatan mengikat atas ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan 
oleh pelaku usaha penyedia jasa parkir terhadap konsumen 
pengguna jasa parkir, baik jasa perparkiran pemerintah maupun 
swasta mengikat bagi konsumen selaku pengguna jasa parkir 
selama tidak bertentangan dengan UUPK. Perparkiran pemerintah 
tunduk pada Perda Nomor 17 Tahun 2006 sedang swasta tidak 
tunduk pada Perda tersebut, tetapi ketentuan atau aturannya dibuat 
dalam kontrak baku yang di dalamnya terdapat klausul-klausul 
tentang aturan parkir sebagaimana Pasal 1 angka 10 UUPK yang 
menjelaskan tentang klausula baku. Konsumen pengguna jasa 
parkir yang masuk atau memarkirkan kendaraannya pada area 
parkir secara tidak langsung konsumen pengguna jasa parkir telah 
menyepakati aturan parkir dan membuat konsumen berkewajiban 
mematuhi aturan perparkiran tersebut, sebagaimana kewajiban 
konsumen terdapat pada Pasal 5 UUPK dan tentang kesepakatan 
perjanjian pada Pasal 1320 BW.  
2. Tanggung jawab para pihak dalam hal ini pelaku usaha sebagai jasa 
parkir dan konsumen pengguna jasa parkir. Pada perusahaan 
perparkiran baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta 
bertanggung jawab dalam menjaga kendaraan konsumen yang 
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dititipkan padanya, dalam hal ini juru parkir/ petugas parkir yang 
ditugaskan menjaga kendaraan tersebut serta bertanggung jawab 
dalam memberikan tarif parkir yang sesuai tarif resmi kepada 
konsumen pengguna jasa parkir. Pelaku usaha perparkiran juga 
bertanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian kepada 
konsumen yang mengalami kehilangan/ kerusakan kendaraan yang 
diakibatkan kelalaian pelaku usaha perparkiran tersebut. Selain itu, 
pada pihak konsumen selaku pengguna jasa parkir, bertanggung 
jawab dalam memenuhi kewajibannya selaku konsumen yakni 
mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha 
perparkiran sebagaimana kewajiban konsumen pada Pasal 5 UUPK 
dan selama aturan perparkiran tidak bertentangan dengan Pasal 18 
UUPK. Tanggung jawab dari kedua belah pihak ini masing-masing 
harus terpenuhi antara satu dengan lainnya agar tidak ada pihak 
yang merasa dirugikan. Walaupun kelalaian konsumen pengguna 
jasa parkir tidak menghapuskan beban tanggung jawab pelaku 
usaha jasa parkir untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen 
apabila timbul suatu kerugian, tapi hal tersebut perlu menjadi 
perhatian pada proses penuntutan ganti rugi konsumen kepada 







1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 harus direvisi dan 
ditegakkan aturannya, bukan hanya pelaku usaha perparkiran 
pemerintah saja yang harus diatur tetapi aturan terkait perparkiran 
pihak swasta juga harus dimuat dalam Perda tersebut. Pemerintah 
Kota Makassar juga harus lebih memerhatikan perusahaan parkir 
swasta, seharusnya perparkiran swasta berada dalam pengawasan 
PD. Parkir Makassar Raya, sehingga aturan khusus tambahan yang 
nantinya dibuat oleh pelaku usaha perparkiran swasta berdasar pada 
Perda tersebut.  
2. Pelaku usaha perparkiran harus bertanggung jawab atas kendaraan 
konsumen yang dititipkan padanya, baik dalam menjaga kendaraan 
maupun memberikan ganti kerugian kepada konsumen jika 
mengalami kerusakan/kehilangan kendaraan konsumen. Juru parkir/ 
petugas parkir perparkiran baik yang dikelola oleh pemerintah 
maupun swasta harus lebih diawasi lagi agar lebih berhati-hati lagi 
dalam menjaga kendaraan konsumen pada area/ tempat parkir serta 
diharapkan tidak ada lagi prilaku menyimpang dari juru parkir/petugas 
parkir itu sendiri terkait pengenaan tarif parkir yang tidak sesuai tarif 
resmi kepada konsumen. Selain itu, konsumen pengguna jasa parkir 
harus taat terhadap semua aturan yang ditetapkan oleh pelaku usaha 
perparkiran selama tidak bertentangan dengan UUPK. Kemudian 
pada proses penuntutan ganti kerugian di BPSK, majelis harus juga 
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memerhatikan prilaku konsumen apakah konsumen juga ikut lalai 
atau tidak, agar pada saat mejelis BPSK memutus perkara tidak ada 
pihak yang merasa dirugikan. 
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(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tanggal 20 April 1999) 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
Menimbang :  
a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan 
makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;  
b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung 
tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang 
memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak 
dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari 
perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;  
c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi 
harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, 
jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;  
d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, 
pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya 
serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;  
e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum 
memadai;  
f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat perundang-undangan 
untuk mewujudkan keseim-bangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha 
sehingga tercipta perekonomian yang sehat;  
g. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;  
h. mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
1945.  
 
Dengan persteujuan : 




Menetapkan :  
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
 
BAB I 




Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :  
1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 
memberi kepada konsumen.  
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup 





3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.  
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun 
tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.  
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi 
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.  
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau 
jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang 
diperdagangkan.  
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.  
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah 
Republik Indonesia.  
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah 
yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menanganai 
perlindungan konsumen.  
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan 
dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu 
dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.  
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menanganai dan 
menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.  
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya 
pengembangan perlindungan konsumen.  








Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan 




Perlindungan konsumen bertujuan :  
a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;  
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses 
negatif pemakaian barang dan/atau jasa;  
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-
haknya sebagai konsumen;  
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan 
keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;  
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen 
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;  
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi 







HAK DAN KEWAJIBAN 
 
Bagian Pertama 




Hak konsumen adalah :  
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau 
jasa;  
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut 
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;  
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau 
jasa;  
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;  
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa 
perlindungan konsumen secara patut;  
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  
g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;  
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;  




Kewajiban konsumen adalah :  
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan 
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;  
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;  
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.  
 
Bagian Kedua 




Hak pelaku usaha adalah :  
a. hak untuk menerima pembyaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai 
tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;  
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;  
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa 
konsumen;  
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen 
tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;  








Kewajiban pelaku usaha adalah :  
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;  
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;  
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan 
ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;  
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau 
jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan;  
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, 
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;  
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang 
diteirma atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.  
 
BAB IV 
PERBUATAN YANG DILARANG 




1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:  
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan 
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;  
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut 
ukuran yang sebenarnya;  
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana 
dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 
e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau 
penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang 
dan/atau jasa tersebut;  
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau 
promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;  
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan 
yang paling baik atas barang tertentu;  
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang 
dicantumkan dalam label;  
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, 
ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat 
sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang 
menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;  
j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa 
Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar 
tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.  
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau 





4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang 




1. Pelaku usaha dilarang menawarkang, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau 
jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:  
a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar 
mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;  
b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;  
c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, 
perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;  
d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, 
persetujuan atau afiliasi;  
e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;  
f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;  
g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;  
h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;  
i. secara langsung atau tidak langsung merencahkan barang dan/atau jasa lain;  
j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak 
mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;  
k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.  
2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.  
3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan 




Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan 
dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak 
benar atau menyesatkan mengenai:  
a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;  
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;  
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;  
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;  




Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang 
mengelabui/menyesatkan konsumen dengan;  
a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;  
b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;  
c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk 
menjual barang lain;  
d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud 
menjual barang yang lain;  
e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud 
menjual jasa yang lain;  








Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau 
jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut 
tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, 




1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang 
dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara 
cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang 
dijanjikannya.  
2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat 
tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara 




Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan 
dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:  
a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;  
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;  
c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;  




Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara 





Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:  
a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang 
dijanjikan;  




1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:  
a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang 
dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;  
b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;  
c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;  
d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;  
e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau 
persetujuan yang bersangkutan;  





2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar 
ketentuan pada ayat (1).  
 
BAB V 




1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan 
dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 
perjanjian apabila:  
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;  
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli 
konsumen;  
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang 
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;  
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung 
maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan 
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;  
e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa 
yang dibeli oleh konsumen;  
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta 
kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;  
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, 
lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam 
masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;  
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan 
hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen 
secara angsuran.  
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat 
atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.  
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian 
yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal 
demi hukum.  








1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, 
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan.  
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau 
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan 
dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  






4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan 
kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya 
unsur kesalahan.  
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila  pelaku 




Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat 




1. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi 
barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.  
2. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing 




Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasla 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab 




Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi 
ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan 




1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab 
atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:  
a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas 
barang dan/atau jasa tersebut;  
b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang 
dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, 
dan komposisi.  
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas 
tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli 
barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas 




1. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas 
waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas 





2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi 
dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:  
a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;  




Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang 




Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang 
diderita konsumen, apabila:  
a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;  
b. cacat barang timbul pada kemudian hari;  
c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;  
d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;  
e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka 




Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana 











1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen 
yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya 
kewajiban konsumen dan pelaku usaha.  
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.  
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan 
perlindungan konsumen.  
4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi upaya untuk:  
a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan 
konsumen;  
b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;  
c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan 
pengembangan di bidang perlindungan konsumen.  
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur 











1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan 
peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan 
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.  
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri 
dan/atau menteri teknis terkait.  
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 
dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.  
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri 
dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen 
swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada 
Menteri dan menteri teknis.  
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  
 
BAB VIII 
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL 
 
Bagian Pertama 




Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan 




Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik 




Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan 





1. Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan 
Konsumen Nasional mempunyai tugas:  
a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan 





b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di bidang perlindungan konsumen;  
c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan 
konsumen;  
d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;  
e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan 
memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;  
f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga 
perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;  
g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.  
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan 
Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.  
 
Bagian Kedua 




1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, 
seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan 
sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.  
2. Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia.  
3. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.  




Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:  
a. pemerintah;  
b. pelaku usaha;  
c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;  
d. akademis; dan  




Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:  
a. warga negara Republik Indonesia;  
b. berbadan sehat;  
c. berkelakuan baik;  
d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;  
e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan  








Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:  
a. meninggal dunia;  
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;  
c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;  
d. sakit secara terus menerus;  
e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau  




1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu oleh 
sekretariat.  
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang 
diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.  
3. Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 




1. Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di 
Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.  
2. Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan 
keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.  
Pasal 41 
 
Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata 




Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada 
anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan 




Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.  
 
BAB IX 





1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi 
syarat.  
2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan 





3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:  
a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban 
dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;  
b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;  
c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;  
d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau 
pengaduan konsumen;  
e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan 
perlindungan konsumen.  
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 










1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang 
bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan 
yang berada di lingkungan peradilan umum.  
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan 
berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.  
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.  
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan 
melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil 




1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:  
a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;  
b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;  
c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu 
berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan 
dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan 
perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran 
dasarnya;  
d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau 
dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak 
sedikit.  
2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen 
swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, 
atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.  
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak 












Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai 
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk 








Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang 
peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.  
 
BAB XI 




1. Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk 
penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.  
2. Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang 
harus memenuhi syarat sebagai berikut:  
a. warga negara Republik Indonesia;  
b. berbadan sehat;  
c. berkelakuan baik;  
d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;  
e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;  
f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.  
3. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, 
dan unsur pelaku usaha.  
4. Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) 
orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.  
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan 




Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) 
terdiri atas:  
a. ketua merangkap anggota;  
b. wakil ketua merangkap anggota;  








1. Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 
sekretariat.  
2. Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota 
sekretariat.  
3. Pengangkutan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan 




Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:  
a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui 
mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;  
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;  
c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;  
d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-
undang ini;  
e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya 
pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;  
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;  
g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan 
konsumen;  
h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap 
mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;  
i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap 
orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi 
panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;  
j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna 
penyelidikan dan/atau pemeriksaan;  
k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;  
l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap 
perlindungan konsumen;  
m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-




Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian 




1. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa 
konsumen membentuk majelis.  
2. Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-
sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.  
3. Putusan majelis final dan mengikat.  
4. Ketantuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat 








Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam 




1. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian 
sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan 
putusan tersebut.  
2. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 4 (empat 
belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.  
3. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.  
4. Apabila ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh 
pelau usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada 
penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku.  
5. Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 




Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan 





1. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua satu) hari sejak diterimanya keberatan.  
2. Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam 
waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 
Republik Indonesia.  
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling 







1. Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang 
perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.  
2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:  
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak 





b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukm yang diduga melakukan 
tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;  
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan 
peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;  
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;  
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta 
melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti 
dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.  
f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang perlindungan konsumen.  
3. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia.  
4. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan 











1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif 
terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan 
Pasal 26.  
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah).  
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 











1. Pelaku usaha yang melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 
10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) 
dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 
paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).  
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, 
Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 





3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian 




Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman 
tambahan, berupa:  
a. perampasan barang tertentu;  
b. pengumuman keputusan hakim;  
c. pembayaran ganti rugi;  
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;  
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau  







Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang 
telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak 







Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  
 
 
Disahkan di Jakarta 
Pada tanggal 20 April 1999 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ttd. 
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 
 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 20 April 1999 















UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 




I. UMUM  
 
Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang 
perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa 
yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh 
kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi 
barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi 
dalam negeri.  
 
Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan 
konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar 
kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan 
kemampuan konsumen.  
 
Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha 
dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen 
menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku 
usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan 
konsumen.  
 
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan 
haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh 
karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang 
kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk 
melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.   
 
Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha 
yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal 
mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan 
konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.  
 
Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui 
pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan 
komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.  
 
Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para 
pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha 
yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan 
melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.  
 
Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap 
memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan 





Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi 
pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang 
memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia 
Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar 
negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.  
 
Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan 
merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab 
sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada 
beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:  
a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;  
b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;  
c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;  
e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;  
f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;  
g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;  
h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;  
i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;  
j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);  
k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Persetoan Terbatas;  
l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;  
m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;  
n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;  
o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;  
p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 
Tahun 1989 tentang Merek;  
q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;  
s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;  
t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan.  
 
Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAK) 
tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur 
dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 
Tahun 97 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang 
melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar tentang 
HAKI.  
 
Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-
undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk 
meleilhara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran 






Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada 
dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-
undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan 
memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.  
 
 
PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
Angka 1  
Cukup jelas  
 
Angka 2  
Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. 
Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen 
antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu 
produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir. 
 
Angka 3  
Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, 
BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. 
 
Angka 4  
Cukup jelas 
 
Angka 5  
Cukup jelas 
 
Angka 6  
Cukup jelas 
 
Angka 7  
Cukup jelas  
 
Angka 8  
Cukup jelas  
 
Angka 9  
Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya 
perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung 
jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. 
 
Angka 10  
Cukup jelas  
 
Angka 11  
Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, 
cepat, murah dan profesional. 
 
Angka 12  






Angka 13  
Cukup jelas  
 
Pasal 2 
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang 
relevan dalam pembangunan nasional yaitu: 
1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 
kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.  
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara 
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.  
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan 
konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.  
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas 
keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan 
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.  
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati 
hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta 
negara menjamin kepastian hukum.  
 
Pasal 3 
Cukup jelas  
 
Pasal 4 
Huruf a  
Cukup jelas  
 
Huruf b  
Cukup jelas  
 
Huruf c  
Cukup jelas  
 
Huruf d  
Cukup jelas  
 
Huruf e  
Cukup jelas  
 
Huruf f  
Cukup jelas  
 
Huruf g  
Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 
berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya. 
 
Huruf h  






Huruf i  
Cukup jelas  
 
Pasal 5 
Cukup jelas  
 
Pasal 6 
Cukup jelas  
 
Pasal 7 
Huruf a  
Cukup jelas  
 
Huruf b  
Cukup jelas  
 
Huruf c  
Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. 
Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen. 
 
Huruf d  
Cukup jelas  
 
Huruf e  
Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau 
dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian. 
 
Huruf f  
Cukup jelas  
 
Huruf g  
Cukup jelas  
 
Pasal 8 
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
 
Huruf b  
Cukup jelas  
 
Huruf c  
Cukup jelas  
 
Huruf d  
Cukup jelas  
 
Huruf e  







Huruf f  
Cukup jelas  
 
Huruf g  
Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata 
best before yang biasa digunakan dalam label produk makanan. 
 
Huruf h  
Cukup jelas  
 
Huruf i  
Cukup jelas  
 
Huruf j  
Cukup jelas  
 
Ayat (2)  
Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan 
konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Ayat (3)  
Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Ayat (4)  
Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran. 
 
Pasal 9 
Ayat (1)  
Cukup jelas  
 
Ayat (2)  
Cukup jelas  
 
Ayat (3)  
Cukup jelas  
 
Pasal 10 
Cukup jelas  
 
Pasal 11 
Huruf a  
Cukup jelas  
 
Huruf b  
Cukup jelas  
 
Huruf c  







Huruf d  
Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang 
memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen. 
 
Huruf e  
Cukup jelas  
 
Huruf f  
Cukup jelas  
 
Pasal 14 
Cukup jelas  
 
Pasal 15 
Cukup jelas  
 
Pasal 16 
Cukup jelas  
 
Pasal 17 
Ayat (1)  
Cukup jelas  
 
Pasal 18 
Ayat (1)  
Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan 
pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.  
 
Huruf a  
Cukup jelas  
 
Huruf b  
Cukup jelas  
 
Huruf c  
Cukup jelas  
 
Huruf d  
Cukup jelas  
 
Huruf e  
Cukup jelas  
 
Huruf f  
Cukup jelas  
 
Huruf g  
Cukup jelas  
 
Huruf h  






Ayat (2)  
Cukup jelas  
 
Ayat (3)  
Cukup jelas  
 
Ayat (4)  
Cukup jelas  
 
Pasal 19 
Ayat (1)  
Cukup jelas  
 
Ayat (2)  
Cukup jelas  
 
Ayat (3)  
Cukup jelas  
 
Ayat (4)  
Cukup jelas  
 
Ayat (5)  
Cukup jelas  
 
Pasal 20 
Cukup jelas  
 
Pasal 21 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik. 
 
Pasal 22 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik. 
 
Pasal 23 
Cukup jelas  
 
Pasal 24 
Ayat (1)  
Cukup jelas  
 
Ayat (2)  
Cukup jelas  
 
Pasal 25 
Ayat (1)  
Cukup jelas  
 
Ayat (2)  







Cukup jelas  
 
Pasal 27 
Huruf a  
Cukup jelas  
 
Huruf b  
Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari 
pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan. 
 
Huruf c  
Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah 
ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak. 
 
Huruf d  
Cukup jelas  
 
Huruf e  
Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi. 
 
Pasal 28 
Cukup jelas  
 
Pasal 29 
Ayat (1)  
Cukup jelas  
 
Ayat (2)  
Cukup jelas  
 
Ayat (3)  
Cukup jelas  
 
Ayat (4) 
Cukup jelas  
 
Ayat (5)  
Cukup jelas  
 
Pasal 30 
Ayat (1)  
Cukup jelas  
 
Ayat (2)  
Yang bertanggung jawab dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab 
secara teknis menurut bidang tugasnya. 
 





Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen 
swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara 
penelitian, pengujian dan/atau survei.  
Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika 
diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. 
 
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
 
Ayat (6)  
Cukup jelas  
 
Pasal 31 
Cukup jelas  
 
Pasal 32 
Cukup jelas  
 
Pasal 33 
Cukup jelas  
 
Pasal 34 
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
 
Huruf b  
Cukup jelas  
 
Huruf c  
Cukup jelas  
 
Huruf d  
Cukup jelas  
 
Huruf e  
Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang 
tinggi terhadap konsumen (wise consumerism). 
 
Huruf f  
Cukup jelas  
 
Huruf g  
Cukup jelas  
 
Ayat (2)  







Ayat (1)  
Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama. 
 
Ayat (2)  
Cukup jelas  
 
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
 
Pasal 36 
Huruf a  
Cukup jelas  
 
Huruf b  
Cukup jelas  
 
Huruf c  
Cukup jelas  
 
Huruf d  
Akademis adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi. 
 
Huruf e  
Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen. 
 
Pasal 37 
Cukup jelas  
 
Pasal 38 
Huruf a  
Cukup jelas  
 
Huruf b  
Cukup jelas  
 
Huruf c  
Cukup jelas  
 
Huruf d  
Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya. 
 
Huruf e  
Cukup jelas  
 
Huruf f  








Ayat (1)  
Cukup jelas  
 
Ayat (2)  
Cukup jelas  
 
Ayat (3)  
Cukup jelas  
 
Pasal 40 
Ayat (1)  
Cukup jelas  
 
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota. 
 
Pasal 41 
Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota. 
 
Pasal 42 
Cukup jelas  
 
Pasal 43 
Cukup jelas  
 
Pasal 44 
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak 
di bidang perlindungan konsumen. 
 
Ayat (2)  
Cukup jelas  
 
Ayat (3)  
Cukup jelas  
 
Ayat (4)  
Cukup jelas  
 
Pasal 45 
Ayat (1)  
Cukup jelas  
 
Ayat (2)  
Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup 
kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap 





Yang dimaksud dengan penyelesaian secara camai adalah penyelesaian yang dilakukan 
oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan 
atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.  
 
Ayat (3)  
Cukup jelas  
 
Ayat (4)  




Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
 
Huruf b  
Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok 
atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan 
secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi. 
 
Huruf c  
Cukup jelas  
 
Huruf d  
Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai 
adalah besar dampaknya terhadap konsumen. 
 
Ayat (2)  
Cukup jelas  
 
Ayat (3)  
Cukup jelas  
 
Pasal 47 
Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang 




Cukup jelas  
 
Pasal 49 
Ayat (1)  
Cukup jelas  
 
Ayat (2)  








Ayat (3)  
Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau 
sekelompok konsumen. 
 
Ayat (4)  
Cukup jelas  
 
Ayat (5)  
Cukup jelas  
 
Pasal 50 
Cukup jelas  
 
Pasal 51 
Ayat (1)  
Cukup jelas  
 
Ayat (2)  
Cukup jelas  
 
Ayat (3)  
Cukup jelas  
 
Pasal 52 
Cukup jelas  
 
Pasal 53 
Ayat (1)  
Cukup jelas  
 
Ayat (2)  
Cukup jelas  
 
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan putusan maje lis bersifat final adalah bahwa dalam badan 
penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi. 
 
Ayat (4)  
Cukup jelas  
 
Pasal 55 
Ayat (1)  
Cukup jelas  
 
Ayat (2)  
Cukup jelas  
 
Ayat (3)  







Ayat (4)  
Cukup jelas  
 
Ayat (5)  
Cukup jelas  
 
Pasal 57 
Cukup jelas  
 
Pasal 58 
Ayat (1)  
Cukup jelas  
 
 
Ayat (2)  
Cukup jelas  
 
Ayat (3)  
Cukup jelas  
 
Pasal 59 
Ayat (1)  
Cukup jelas  
 
Ayat (2)  
Cukup jelas  
 
Ayat (3)  
Cukup jelas  
 
Ayat (4)  
Cukup jelas  
 
Pasal 60 
Ayat (1)  
Cukup jelas  
 
Ayat (2)  
Cukup jelas  
 
Ayat (3)  
Cukup jelas  
 
Pasal 61 
Cukup jelas  
 
Pasal 62 
Ayat (1)  







Ayat (2)  
Cukup jelas  
 
Ayat (3)  
Cukup jelas  
 
Pasal 63 
Cukup jelas  
 
Pasal 64 
Cukup jelas  
 
Pasal 65  
Cukup jelas  
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PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR 
                 NOMOR : 17 TAHUN 2006 
 
T E N T A N G  
 
PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM 
DAERAH  KOTA MAKASSAR 
 




Menimbang :  a. bahwa dalam rangka terwujudnya 
pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan 
umum secara lebih berdaya guna dan berhasil 
guna serta untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat Kota Makassar, maka 
dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan 
parkir tersebut dalam Peraturan Daerah Kota 
Makassar; 
 
 b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut 
diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan 
Umum  Dalam Daerah Kota Makassar. 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 
tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II 
di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 
 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3037); 
 
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3186); 
 
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258); 
 
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
56 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3478); 
 
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004 
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437);  
 
8. Peraturan   Pemerintah   Nomor    51    Tahun    
1971   tentang Perubahan Batas-batas Daerah 
Kotamadya Makassar dan Kabupaten-
kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan 
kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Repubklik Indonesia Nomor 
2970); 
 
9. Peraturan   Pemerintah    Nomor    86   Tahun  
1999  tentang Perubahan Nama Kota Ujung 
Pandang Menjadi Kota Makassar dalam 
Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
193); 
  
Dengan Persetujuan Bersama 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar 
dan 
Walikota Makassar 
M E M U T U S K A N : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR 
TENTANG PENGELOLAAN PARKIR TEPI 







Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Kota  adalah Kota Makassar 
2. Walikota adalah Walikota Makassar ; 
3. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan 
Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar; 
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar 
Raya Kota Makassar; 
5. Perusahaan Daerah  adalah Perusahaan Daerah Parkir 
Makassar Raya Kota Makassar; 
 
6. Parkir adalahmemberhentikan dan menempatkan kendaraan 
bermotor ditepi jalan umum yang bersifat sementara pada 
tempat yang ditetapkan; 
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk 
kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang 
dirangkaikan dengan kendaraan bermotor; 
8. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum 
yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir; 
9. Tarif Jasa adalah pembayaran atas penggunaan tempat 
parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Perusahaan 
Daerah yang nilainya ditetapkan oleh Direksi; 
10. Pemakai Tempat Parkir adalah orang atau badan hukum yang 
mempunyai hak memakai tempat parkir berdasarkan atas 





WEWNANG PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN 









(1) Wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan 
Walikota kepada Direksi; 
 
(2) Direksi berwenag menetapkan : 
 
a. Titik / tempat-tempat parkir; 
b. Pembagian tempat parkir; 
c. Pengelompokan jenis kendaraan pengguna tempat dan 
jasa parkir; 
d. Pengguna areal / pelataran parkir; 
e. Tanda / garis tempat parkir; 
f. Struktur Tarif Jasa penggunaan / pemanfaatan fasilitas 
parkir; 
g. Perbaikan / rehabilitasi sarana dan prasarana parkir; 




(1) Direksi berwenang mengatur kembali/ mengubah tata ruang 
dan desain peruntukan tempat parkir dengan persetujuan 
Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas; 
 
(2) Direksi berwenang melakukan kerja sama dengan pihak 
ketiga yang menguntungkan Perusahaan Daerah dalam 




JENIS PUNGUTAN DAN TARIF JASA 
 
Pasal  5 
 
(1) Jenis pungutan dan tarif jasa parkir ditetapkan oleh Direksi; 
(2) Direksi dapat menetapkan tarif progresif pada tempat dan 
waktu tertentu; 
(3) Tarif progresif dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dikenakan 
kepada orang atau badan hukum; 
(4) Penetapan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, diberlakukan 
setelah mendapat persetujuan Walikota dengan 
memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas. 
 
BAB IV 




Klasifikasi tempat parkir ditetapkan oleh Direksi berdasarkan 




Ketentuan jenis pungutan, Tarif dan klasifikasi pemakaian tempat 





(1) Juru parkir dan pengguna tempat parkir wajib memenuhi 
ketentuan Pasal 7; 
(2) Direksi berhak mengambil alih tempat parkir bilamana juru 
parkir dan atau pengguna tempat parkir tidak memenuhi 
ketentuan Pasal 7. 
 
 
BAB  V 
LARANGAN DAN KEWAJIBAN 
Pasal  9 
 
(1) Dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat 
angkut lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan; 
(2) Dilarang Mengotori/merusak tempat parkir; 
(3) Dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan 
perparkiran pada tempat parkir kecuali mendapat izin 
Direksi. 
.   
Pasal 10 
 
Pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan : 
a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat 
parkir; 
b. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak 
menggangu lalulintas orang, barang dan kendaraan; 
c. Menataati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku; 
d. Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna 
tempat parkir; 
e. Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda 
pengenal yang ditetapkan oleh Direksi. 
 
     BAB VI 
          PEMBINAAN 
     Pasal 11 
 
Dierksi berkewajiban melakukan pembinaan kepada pengguna 
tempat parkir dan juru parkir. 
 
     BAB VII 
         PENGAWASAN 
     Pasal 12 
 
Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
     BAB VIII 
    KETENTUAN PIDANA 
     Pasal 13 
 
(1) Pelanggaran Pasal 9 dan 10 Pereaturan Daerah ini diancam 
dengan hukuman kurungan selam-lamnya 6 (enam) bulan 
atau dendaa sebanyak-banyaknya Rp 50 000 000,- (lima 
puluh juta rupiah); 
(2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor 
seluruhnya ke kas daerah; 
(3) Selain sanksi sebagaimanan dimaksud ayat (1) pasal ini, 
pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dijatuhkan sanksi 
administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 
    BAB IX 
     KETENTUAN PENYIDIKAN 
    Pasal 14 
 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal ini adalah : 
 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana 
dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap dan jelas; 
b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tidak 
pidana perpajakan daerah dab retribusi; 
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
Retribusi daerah; 
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah dan Retribusi; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen 
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi 
Daerah; 
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana pada huruf e; 
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Retribusi Daerah; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
j. Menghentikan penyidikan; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang pengurusan pasar atau 
retribusi daerah menurut Hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
   BAB X 
       KETENTUAN PERALIHAN 
   Pasal 15 
 
Dengan berlakunya Pearaturan Daerah ini, maka Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 1999  tentang Retribusi 
Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar 
Nomor 11 Tahun 1999 Seri B Nomor 1 ), dinyatakan tidak berlaku 
lagi. 
 
     BAB XI 
         KETENTUAN PENUTUP 
     Pasal 16 
 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai tehnis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota. 
 
     Pasal 17 
 
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan;  
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Makassar. 
           
 
                          
Ditetapkan di Makassar 
                    pada tanggal  11 Desember 2006 
 
           WALIKOTA  MAKASSAR, 
 
           
   
  
        ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN 
 
Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 14 Desember 2006 
 




         H. SUPOMO GUNTUR 
 
 












Keputusan Direksi PD. Parkir Makassar Raya 
Nomor: 060/ 20-S.Kep.Dir/ XI/ 2009 tentang 
Jenis Pungutan dan Tarif Jasa Parkir Tepi 
Jalan Umum, Parkir Insidentil, Parkir 











Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir 
Makassar Raya Nomor: 078/ 20-
Skep.Dir/IV/2016 tentang Penetapan dan 
Pemberlakuan Tarif Jasa Parkir Khusus 
Kendaraan Roda Empat (4) Untuk Parkir 
Insidentil Tepi Jalan Umum/Gedung Runtono, 
Bambuden, IMMIM dan Tarif Jasa Parkir 
Khusus Tepi Jalan Umum Wilayah Pasar 
Butung Serta Tarif Jasa Parkir Khusus Pusat 








S. Keputusan Walikota Makassar No. 935/S. 
Kep/186.342/2006 tentang petunjuk 
pelaksanaan peraturan daerah Kota Makassar 
Nomor. 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan 










Keputusan Walikota Makassar Nomor: 
973/881/KEP/V/2013 tentang Tarif Jasa 













Data Wajib Pajak Parkir Per Kecamatan Yang 























Putusan Badan Penyelesaian Sengketa 




































































































































































































































































Surat Keterangan Hasil Penelitian 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
